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BUPATI BUTON,

bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin,
bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yvang
baik dan sehat yang merupakan kebutuhan dasar manusia;

bahwa untuk menciptakan lingkungan yang baik dan sehat
agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni
rumah yang layak, sehat, aman dan harmonis perlu
dilakukan pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap
perumahan kumuh dan permukiman kumuh melalui upaya
pengelolan  secara  terencana, terpadu, profesional,
sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasai 94 ayat (3)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan
dan Kawasan Permukiman, pencegahan dan peningkatan
kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman
kumuh wajib dilakukan oleh pemerintah, pemerintah
daerah, dan/atau setiap orang;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huoruf c, periu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Peningkatan
Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman
Kumuh;

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945,

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor
74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1822);
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3. Undang-Undang Nomeor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan
dan Kawasan Permukiman {(Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

4, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6398),

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
FPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587}, sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomer 58, Tambahan Lembaran Negara
Repu blik Indonesia Nomor 3679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
101, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor
5883);

7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Berita Negara
Republik Indeonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157},

8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor  14/PRT/M/2018 tentang  Pencegahan  dan
Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan
Permukiman Kumuh ({Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 785);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON

dan

BUPAT] BUTON,



Menetapkan

2

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH  TENTANG PENCEGAHAN  DAN
PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH
DAN PERMUKIMAN KUMUH.

BAB i
KETENTUAN UMM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

10.

111,

Daerah adalah Kabupaten Buton.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintaban Daerah yang memimpin
pelaksanaan  urusan  pemerintahan  yang menjadi
kewenangan daerah otonem.

Bupati adalah Bupati Buton.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah adalah lembaga perwakilan rakyat
dacrah sebagai unsur penyelenggara pemerinitahan daerah.

Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai
tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keiuarga,
cermninan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi
pemiliknya.

Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari
permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang
ditengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum
sebagai hasil upaya pemenuhan rumah vang layyak huni.

Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang
terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang
MemMpunyal prasarana, sarana, utilitas umum, serta
mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan
perkotaan atau kawasan perdesaan,

Lingkungan Hunian adalah bagian dari kawasan
permukiman yang terdiri atas lebih dari satu satuan
permukiman.

Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup
di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan
maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan
tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan
vang mendukung perikehidupan dan petighidupan.

Perumahan Kumuh adalah perumahan yang mengalami
penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hynian,

Permukiman Kumuh adalah permukiman yang tidak layak
huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan
bangunan vang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana
dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.
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16.

17,

18.

19.

20.
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Pencegahan adalah tindakan yang dilakukan untuk
menghindari tumbuh dan berkembangnya perumahan
kumuh dan permukiman kumuh baru.

Peningkatan Kualitas adalah upaya untuk meningkatkan
kualitas bangunan serta prasarana, sarana, dan utilitas
umum.

Masyarakat Berpenghasilan Rendah vang selanjutnya
disingkat MBR adalah masyvarakat vang mempunyai
keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan
pemerintah untuk memperoleh rumah.

Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan
hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan
bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.

Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang
berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan
pengembangan kehidupan sos:al, budaya, dan ekonomi.

Utilitas umum adalah kelengkapan penunjang untuk
pelayanan lingkungan hunian.

lzin Mendirikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut
IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintab
Kabupaten kepada pemilik bangunan gedung untuk
membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi,
dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan
persyaratan administratif dan persyaratan teknis vang
berlaku,

Pelaku Pembangunan adalah setiap orang dan/atau
pemerintah yang melakukan pembangunan perumahan dan
permukiman.

Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.

Badan Hukum adalah badan hukum yang didirikan oleh
warga negara Indonesia yang kegiatanmya di bidang
penyeienggaraan perumahan dan kawasan permukiman.

Kelompok Swadaya Masyarakat adalah kumpulan orang
yang menyatukan diri secara sukarela dalam kelompok
dikarenakan adanya ikatan pemersatu, yaitu adanya wvisi,
kepentingan, dan kebutubhan yang sama, sehingga kelompok
tersebut memiliki kesamaan tujuan yang ingin dicapai
bersama.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai acuan bagi
Pemerintah Daerah, dan Setiap Orang dalam penyelenggaraan
Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan
Kumuh dan Permukiman Kumuh.
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Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

a

b.

mempertahankan perumahan dan permukiman yang telah
dibangun agar tetap terjaga kualitasnya;

mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman yang
layak huni dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan
teratur.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a
b.

tugas dan kewajiban Pemerintah Daerah;

pencegahan  terhadap tumbuh dan  berkembangnya
Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru;

peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan
Permukiman Kumuh;

penyediaan tanah;
pendanaan dan sistem pembiayaan; dan
Kerja sama, peran masyarakat, dan kearifan lokal,

BAB 11

TUGAS DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

(1)

(2)

{1

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Pemerintah Daerah wajib melakukan Pencegahan dan
Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan
Permukiman Kumuh di Daerah.

Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud
pada ayat {1} Pemerintah Daerah melakukan koordinasi
dengan pemerintah dan pemerintah provinsi.

Bagian Kedua
Tugas

Pasal 6

Dalam melaksanakan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas
terhadap Perurmmahan Kumuh dan Permukiman Kumuh,
Pemerintah Daerah memiliki tugas:

a merumuskan kebijakan dan strategi kabupaten serta
rentana pembangunan kabupaten terkait Pencegahan
dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan
Permukiman Kumuh;
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(1)

(2)

(3)
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b. melakukan survet dan pendataan skala kabupaten
mengenai lokast Perumahan Kumuh dan Permukiman
Kumuh;

¢. melakukan pemberdayaan kepada masyarakat;

melakukan pembangunan Kawasan Permukiman serta
Sarana dan Prasarana dalam upaya Pencegahan dan
Peningkatan  Kualitas Perumahan  Kumuch  dan
Permukiman Kumuh;

e. melakukan pembangunan Rumah dan Perumahan yang
layak huni bagi masyarakat, khususnya masyarakat
miskin dan MBR;

. memberikan bantuan sosial dan pemberdayaan terhadap
masyarakat miskin dan MBR;

g melakukan pembinaan terkait peran masyarakat dan
kearfan lokal di bidang Perumahan dan Permukiman;
dan

h. melakukan penyediaan lahan dalam upaya Pencegahan
dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan
Permukiman Kumuh.

Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh perangkat Daerah yang bertanggung
jawab dalam urusan perumahan dan permukiman.

Bagian Ketiga
Kewajiban

Pasal 7

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Pencegahan
terhadap tumbuh dan berkembanghya Perumahan Kumuh
dan Permukiman Kumuh baru  wajb melakukan
pengawasan dan pengendalian serta pemberdayaan
masyarakat.

Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) mekiputi pengawasan dan pengendalian terhadap:

a. Kkesesualan perizinan pada tahap perencanaan
Perumahan dan Permukiman;

b. kesesuaian standar teknis pada tahap pembangunan
Perumahan dan Permukiman, dan

c. kesesnaian kelaikan fungsi pada tahap pemanfaatan
Perumahan dan Permukiman.

Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi:

a. memberikan pendampingan untuk meningkatkan
kesadaran dan  partisipasi masyarakat melalui
penyuluhan, pembimbingan dan bantuan teknis; dan



(1)

(2}

(3)

(4
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b memberikan pelayvanan informasi mengenai rencana tata
ruang, perizinan dan standar teknis Perumahan dan
Permukiman serta pemberitaan hal-hal terkait upaya
Pencegahan Perumahan Kumuh dan Permukiman
Kumuh.

Pasal8

Kewajban Pemerintah Daerah dalam melaksanakan
Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan
Permukiman Kumuh dilaksanakan pada tahap:

a. penetapan lokasg
b, penanganan; dan
c. pengelolaan.

Kewajiban Pemerintah Daerah pada tahap penetapan lokasi
sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf a meliputi:

a melakukan identifikasi lokasi Perumahan Kumuh dan
Permukiman Kumuh melalui survei lapangan dengan
melibatkan peran masyarakat;

b. melakukan pentaian lokasi Perumahan Kumuh dan
Permukiman Kumuh sesuai Kkriteria yang telah
ditentukan;

c¢. melakukan penetapan lokasi Perumahan Kumuh dan
Permukiman Kumuh melalui Keputusan Bupati; dan

d. melakukan peninjauan ulang terhadap penetapan lokasi
Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh setiap
tahun.

Kewajiban Pemerintah Daerah pada tahap penanganan
sebagaimana dimaksud pada ayat {1) huruf b meliputi

a. melakukan perencanaan penanganan terhadap
Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;

b. melakukan sosialisasi dan konsultasi publik hasil
perencanaan penanganan terhadap Perumahan Kumyh
dan Permukiman Kumuh; dan

c. melaksanakan penanganan terhadap Perumahan Kymuh
dann Permukiman Kumuh melalui pola pemugaran,
perema jaan, dan/atau pemukiman kembali

Kewajiban Pemerintah Daerah pada tahap pengelolaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ meliputi:

a melakukan pemberdayaan kepada masyarakat untuk
membangun partisipasi dalam pengelolaan;

b. memberikan fasilitasi dalam upaya pembentukan
Kelompok Swadaya Masyarakat; dan

¢, memberikan fasilitasi dan bantuan kepada masyarakat
dalam upaya pemeliharaan dan perbaikan.
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Bagian Keempat

Koordinasi

Pasal9

(1) Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8, Pemerintah
Daerah harus melakukan koordinasi dengan pemerintah
dan pemerintah provinsi

(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a melakukan  sinkronisasi kebijakan dan  strategi
kabupaten dalam pencegahan dan peningkatan kualitas
terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh
dengan kebijakan dan strategi provinsi dan nasional;

b. melakukan penyampaian hasil penetapan lokasi
perumahan kumuh dan permukiman kumuh Xkepada
pemerintah provinsi dan Pemerintah;

c. melakukan sinkronisasi rencana penanganan terhadap
perumahan kumuh dan permukiman kumuh di
kabupaten dengan rencana pembangunan provinsi dan
nasional; dan

d. memberikan rekomendasi permohonan fasilitasi dan
bantuan teknis dalam bentuk pembinaan, perencanaan
dan pembangunan terkait pencegaban dan peningkatan
kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman
kumuh.

BARIl

PENCEGAHAN TERHADAP TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA PERUMAHAN
KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH BARU

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

(1) Pencegahan terhadap tumbuh dan  berkembangnya
perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru
dilaksanakan melahui

a. pengawasan dan pengendalian; dan
h. pemberdavaan masvarakat.

(2) Pencegahan terhadap tumbuh dan  berkembangnya
perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan
Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat.
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Bagian Kedua
Pengawasan dan Pengendalian

Paragraf 1
Umum

Pasal 11

Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10 huruf a dilakukan atas kesesuaian terhadap:

a
b.
e

(%)

(2)

(31

(1)

perizinan;
standar teknis; dan
kelaikan fungsi.

Paragraf 2
Bentuk Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 12

Pengawasann dan pengendalian kesesuaian terhadap
perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a
dilakukan terhadap pemenuhan perizinan meliputi:

a izin prinsip;

izin lokasi;

izin penggunaan pemanfaatan tanah;
izin mendirikan bangunan; dan

LA = TR A =

izin lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pengawasan dan pengendalian kesesuajan terhadap
perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
pada tahap perencanaan perumahan dan permukiman.

Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap
perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dilakukan
untuk menjamin:

a kesesuaian lokasi perumahan dan permukiman yang
direncanakan dengan rencana tata ruang; dan

b. keterpaduan rencana pengembangan prasarana, sarana,
dan utilitas umum sesuai dengan ketentuan dan standar
teknis yvang berlaku.

Pasai 13

Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap standar
teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf
b dilakukan terhadap:

a. bangunan gedung;
b. jalan lingkungan;
¢. penyediaan air minum;



{2)

(3)

(1)

{2

(3
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d. drainase lingkungan;

e. pengelolaan air limbah;

f. pengelolaan persampahan; dan
g proteksi kebakaran

Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap standar
teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada
tahap pembangunan perumahan dan permukiman,

Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap standar
teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk
men jarmir;

a. terpenuhinya sistem pelayanan yang dibangun sesuai
ketentuan standar teknis yang berlakuy,

b. terpenuhinya kuantitas kapasitas dan dimensi yang
dibangun sesuai ketentuan standar teknis yang berlaku;
dan

¢ terpenuhinya kualitas bahan atau material yang
digunakan serta kualitas pelavanan yang diberikan
sesuai ketentuan standar teknis yang beriaku.

Pasal 14

Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap
kelayakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
ayat (1) huruf ¢ dilakukan terhadap pemenuhan kesesuaian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13.

Pengawasan dan pengendalian kesesuUaian terhadap
kelayakan fungsi sebagaimana dimaksud pada avat {])
dilakukan pada tahap pemanfaatan perumahan dan
perrnukiman.

Pengawasan dan pengendalian  kesesuaian terhadap
kelayakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan untuk men jamin:

a. kondisi sistemm pelayanan, kuantitas kapasitas dan
dimensi serta kualitas bahan atau material yang
digunakan masih sesuai dengan kebutuhan
fungsionalnya masing-masing;

b. kondisi keberfungsian bangunan gedung beserta
prasarana, sarana dan utilitas umum dalam perumahan
dan permukiman;

¢ kondisi kerusakan bangunan gedung beserta prasarana,
sarana dan  utilitas umum tidak = mengurangi
keberfungsiannya masing-masing.

Pasal i5

Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 dilakukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Paragraf 3
Tata Cara Pengawasan dan Pengendalian

Pasai 16

Pengawasan dan pengendalian terhadap tumbuh dan
berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh
baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dilakukan dengan
cara

a
b.
C.

(1)

(2)

(3)

{4)

()

(1)

2

pemantauan;

evaluasi; dan
pelaporan.

Pasal 17

Pemantauan dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan
pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a
merupakan kegiatan pengamatan yang dilakukan secara:

a. langsung; dan/atau
b. tidak langsung.

Pemantauan secara langsung sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a dilakukan melalui pengamatan lapangan
pada lokasi vang diindikasi berpotensi menjadi kumuh.

Pemantauan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud
pada ayat {1) huruf b dilakukan berdasarkan:

a. data dan informasi mengenai lokasi kumuh yang
ditangani, dan
b, pengaduan masvarakat maupun media massa.

Pelaksanaan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2] dan avat (3) dengan melibatkan peran masyarakat.

Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
secara berkala maupun sesuai kebutuhan atau insidental.

Pasal 18

Evaluasi dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan
pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b
merupakan kegiatan penilaian secara terukur dan obyektif
terhadap hasil pemantauan.

Evaiuasi sebagaimana dimaksud pada avat {1) dilakukan
dengan menilai kesesuaian perumahan dan permukiman
terhadap:

a. perizinan pada tahap perencanaan;

b, standar teknis pada tahap pembangunan; dan/atau

c. kelayakan fungsi pada tahap pemanfaatan.
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(4)

(1)

(2)

(3}

(4)

(1)

(2}

{3
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Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (])
dan ayat {2} dengan melibatkan peran masyvarakat dan dapat
dibantu oleh ahli yang memiliki pengalaman dan
pengetahuan memadai dalam bidang perumahan dan
kawasan permukiman.

Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai
dengan rekomendasi penrcegahan tumbuh dan
berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman
kumuh baru.

Pasal 19

Pelaporan dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan
pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf ¢
merupakan kegiatan penyampaian hasil pemantauan dan
evaluasi.

Pelaporan  sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan dengan melibatkan peran masyarakat dan
dapat dibantu oleh ahli yang memiliki pengalaman dan
pengetahuan memadai dalam bidang Perumahan dan
Permukiman.

Pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar bagi Pemerintah
Daerah untuk melaksanakan upaya pencegahan tumbuh
dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman
kummuh baru sesuai kebutuhan.

Laporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat disebarluaskan kepada
masyarakat.

Pasal 20

Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan dan pengendalian
sebagaimana diatur dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 19,
terdapat ketidak sesuaian terhadap perizinan, standar teknis
dan kelaikan fungsi, penyelenggara perumahan dan/atau
permukiman dapat dikenakan sanksi administratif.

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat berupa;

a. peringatan tertulis;
pembekuan izin mendirikan rumah;
pencabutan izin mendirikan rumah;

pembongkaran bangunan; dan/atau

LI =S E = N

denda administratif.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi
administratif sebagaimana dimaksud pada avat (2)
berpedoman pada ketentuan perundang-undangan mengenai
penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman.
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Bagian Ketiga
Pemnberdayaan Masyarakat

Paragraf 1
Umum

Pasal 21

Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal
10 huruf b ditakukan terhadap pemangku kepentingan bidang
perumahan dan kawasan permukiman melaiui:

a,
b.

(1)

@)

{1)

(2)

(3)

pendampingan; dan
pelayanan informasi.

Paragraf 2
Pendampingan

Pasal 22

Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf
a dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat
melalui fasilitasi pembentukan dan fasilitasi peningkatan
kapasitas kelompok swadaya masyarakat.

Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1}
merupakan kegiatan pelayanan kepada masvarakat dalam
bentuk:

a.penyutuhan;

b. pembimbingan; dan

¢. bantuan teknis.

Pasal 23

Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayar (2)
huruf a merupakan kegiatan pembelajaran untuk
meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan keterampilan
masyarakat terkait pencegahan terhadap tumbuh dan
berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman
kumuh.

Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1] dapat
berupa:

a. sosialiasi; dan
b. diseminasi.

Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan secara langsung dan/atau tidak langsung dengan
menggunakan alat bantu dan/atau alat peraga.
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Pasal 24

Pembimbingan sebagaimana dimaksud daiam Pasal 22 avat
(2} huruf b merupakan kegiatan untuk memberikan petunjuk
atau penjelasan mengenai cara untuk mengerjakan kegiatan
atau larangan aktivitas tertentu terkait pencegahan terhadap
tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan
permukiman kumuh.

Pembimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
berupa:

a. pembimbingan kepada kelompok masyarakat;
h. pembimbingan kepada masyarakat perorangan; dan
c. pembimbingan kepada dunia usaha.

Pasal 25

Bantuan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat
(2) huruf ¢ merupakan kegiatann untuk memberikan bantuan
yang bersifat teknis berupa:

a. fisik; dan
b. non-fisik.

Bantuan teknis dalam bentuk fisik sebagaimana dimaksud
pada ayat {1) huruf a meliputi:

a. fasilitasi pemeliharaan, dan/atau perbaikan bangunan
gedung;

b. fasilitasi pemeliharaan, dan/atau perbaikan jalan
Hngkungan;

c. fasilitasi pemeliharaan, dan/atau perbaikan drainase
lingkungan;

d. fasilitasi pemeliharaan, dan/atau perbkaikan sarana dan
prasarana air minum;

e. fasilitasi pemeliharaan, dan/atau perbaikan sarana dan
prasarana air limbah; dan/atau

f ftasilitasi pemeliharaan, dan/atau perbaikan sarana dan
prasarana persampahan.

Bantuan teknis dalam bentuk non-fisik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) hurufb meliputi:

a fasilitasi penvusunan perencanaan;

b. fasilitasi penyusunan norma, standar, prosedur, dan
kritera;

c. fasilitasi penguatan kapasitas kelembagaan;
fasilitasi pengembangan alternatifpembiayaan; dan/atau

e. fasilitasi persiapan pelaksanaan kerjasama Pemerintah
Daerah dengan swasta.
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Pasal 26

Pemerintah Daerah melalui perangkat Daerah yang bertanggung
jawab  dalam urusan perumahan dan  permukiman
melaksanakan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 21 huruf a dengan tata cara sebagai berikut:

a.

(1)

(2

{1)

()

mempela jari pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi yang
telah dibuat baik secara berkala maupun sesuai kebutuhan
atau incidental,

menentukan lokasi perumahan dan permukiman yang
membutuhkan pendampingan; dan

dalam hal diperlukan, pendampingan dapat melibatkan:
i. ahl

2. akademisi;

3. lembaga swadayva masyarakat; dan/atau

4.

tokoh masyarakat yang memiliki pengetahuan dan

pengalaman memadal dalam bidang perumahan dan
permukiman.

Paragraf 3
Pelayanan Informasi

Pasal 27

Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalarm Pasal 21
huruf b dimaksudkan untuk membuka akses informasi bagi
masyarakat dalam bentuk pemberitaan dan pemberian
informasi hal-hal terkait upaya pencegahan perumahan
kumuh dan permukiman kumuh.

Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada avat (1)
meliputi pemberian informasi mengenai

a. rencana tata ruang;
b. penataan bangunan dan lingkungan;
¢. perigzinan, dan

d. standar tekms dalam bidang perumahan dan
permukiman.

Pasal 28

Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27
ayat (1) dapat dilakukan secara langsung dengan sosialisasi
dan/atau diseminasi maupun secara tidak langsung melalui
media elektronik dan/atau media cetak.

Penyampaian informasi melalui media elektronik dan/atau
media cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menggunakan bahasa yang mudah dipahami.
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BABIV

PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN

PERMUKIMAN KUMUH

Bagian Kesatu

Kriteria dan Tipologi

Paragraf 1

Kriteria Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

(1)

(2)

{1)

(2)

Pasal 29

Kriteria perumahan kumuh dan pennukiman kumuh
merupakan kriteria yang digunakan untuk menentukan
kondisi kekumuhan pada suatu  perumahan dan
permukiman.

Kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuyh
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kriteria
kekumuhan ditinjau dari:

a. bangunan gedung,

b. jalan lingkungan;

penyediaan air minum;
drainase lingkungan;
pengelolaan air limbah;
pengelolaan persampahan; dan
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proieksi kebakaran.

Pasal 30

Kriteria kekumuhan ditinjau dari bangunan gedung
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2] huruf a
mencakup:

a. kebidakteraturan bangunan;

b. tingkat kepadatan bangunan yang tinggi yang tidak
sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang; dan/atau

c. kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat.

Ketidakteraturan bangunan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf & merupakan kondisi bangunan gedung pada
perumahan dan permukiman:

a. tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dalam
Rencana Debil Tata Ruang (RDTR), paling sedikit
pengaturan bentuk, besaran, perletakan, dan tampilan
bangunan pada suatu zona; dan/atau

b. tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dan tata
kualitas lingkungan dalam Rencana Tata Bangunan dan
Lingkungan (RTBL), paling sedikit pengaturan blok
tngkungan, kapling, bangunan, ketinggian dan elevasi
lantai, konsep identitas lingkungan, konsep orientasi
lingkungan, dan wajh jalan.



(3)

(4

(5}

(6}

{7)

{8)

{1)

(2)

o B

Tingkat kepadatan bangunan vang tinggi yang tidak sesuai
dengan ketentuan rencana tata ruang Sebagaimana
dimaksud pada avat (1) huruf b merupakan kondisi
bangunan gedung pada perumahan dan permukiman
dengan:

a. Koefisien Dasar Bangunan ({KDB) yang melebihi
ketentuan RDTR, dan/atau RTBL; dan/atau

b. Koefisien Lamtai Bangunan (KLB) vang melebihi
ketentuan dalam RDTR, dan/atau RTBL.

Kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ merupakan
kondisi bangunan gedung pada perumahan dan permukiman
yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis.

Persyaratan teknis bangunan gedung sebagaimana
dimaksud pada ayat {4) terdiri dari:

a persyaratan tata bangunan; dan
b. persyaratan keandalan bangunan gedung.

Persyaratan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) huruf a terdiri atas:

a. peruntukan lckasi dan intensitas bangunan gedung;
arsitektur bangunan gedung;

pengendalian dampak lngkungan;

rencana tata bangunan dan lingkungan {RTBL}, dan

- -

pembangunan bangunan gedung di atas dan/atau di
bawah tanah, air dan/atau Prasarana/Sarana umum.

Persyaratan keandalan bangunan gedung sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) huruf b terdiri atas:

a  persy/aratan keselamatan bangunan gedung,

b. persyaratan kesehatan bangunan gedung;

¢ persyaratan kenyamanan bangunan gedung; dan
d. persyaratan kemudahan bangunan gedung.

Ketentuan lebih Janjut mengenai persyaratan Teknis
Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
mengacu pada Peraturan Daerah yang mengatur tentang
Bangunan Gedung.

Pasal 31

Dalam hal Daerah belurn memiliki RDTR dan/atau RTBL,
penilaian  ketidakteraturan dan kepadatan bangunan
dilakukan dengan merujuk pada persetujuan mendirikan
hangunan untuk jangka waktu sementara.

Daiam hal bangunan tidak memiliki IMB, penilaian
ketidakteraturan dan kepadatan bangunan dilakukan oleh

Pemerintah Daerah dengan mendapatkan pertimbangan dari
Tim Ahli.
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Pasal 32

Kriteria kekumuhan ditinjau dari jalan lingkungan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat {2) huruf b

mencakup:

4 jaringan jalan lingkungan tidak melayani
seluruh lingkungan perumahaan atau permukiman;
dan/atau

b. Lkualitas permukaanjalan lingkungan buruk.

Jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh
Ingkungan perumahan atau permukiman sebagaimana
dimaksud pada avat (1) huruf a merupakan kondisi dimana
jaringan jalan tidak terhubung antar dan/fatau dalam suatu
ingkungan perumahan atau permukiman.

Kualitas permukaan jalan lingkungan buruk sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi sebagian
atau seluruh jalan lingkungan terjadi kerusakan permukaan
Jalan yang meliputi retak dan perubahan bentuk.

Pasal 33

Kriteria kekumuhan ditinjau dari penyediaan air minum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 avat (2) huruf c
mencakup:

a akses aman air minum tidak tersedia; dan/atau

b. kebutuhan air minum minimal setiap individu tidak
terpenuhi.

Akses aman air minum tidak tersedia sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi dimana
masyarakat tidak dapat mengakses air minum vang
memenuhi syarat kualitas sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangarn.

Kebutuhan air minum minimal setiap individu tidak
terpenuhi sebagaimana dimaksud pada ayvat (1) huruf b
merupakan kondisi dimana kebutuhan air minum
masyarakat dalam lingkungan perumahan atau permukiman
tidak mencapai minimal sebanyak 60 ({(enam puluh)
liter/orang/hart.

Pasal 34

Kriteria kekumuhan ditinjau dari dramase lingkungan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf d
mencakup:

a. drainase lingkungan tidak tersedia:

b. drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan
air hujan sehingga menimbulkan genangan; dan/atau

c. kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk.
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Drainase lingkungan tidak tersedia sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi dimana saluran
tersier dan/atau saluran lokal tidak tersedia, dan/atau tidak
terhubung dengan saluran pada hierarki di atasnya sehingga
menyebabkan air tidak dapat mengalir dan menimbuikan
genangan.

Drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air
hujan sehingga menimbulkan genangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1} huruf b merupakan kondisi dimana
jaringan drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan
limpasan air sehingga menimbulkan genangan dengan tinggi
lebih dari 30 cm (tiga puluh sentimeter] selama lebih dari 2
(dua} jam dan terjadi lebih dari 2 (dua) kal setahun.

Kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk sebagaimana
dimaksud pada ayat (1} huruf ¢ merupakan kondisi dimana
kualitas konstruksi drainase buruk karena berupa galian
tanah tanpa material pelapis atau penutup atau telah terjadi
kerusakan.

Pasal 35

Kriteria kekumuhan ditinjau dari pengelolaan air limbah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayvat (2) huruf e
mencakup:

a. sistem pengelolaan air hmbah tidak memenyhi
persyaratan teknis; dan/atau

b. prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak
memenuhi persyaratan teknis.

Sistem pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan
teknis sebagaimana dimaksud pada avat (1) bhuruf a
merupakan kondisi dimana pengelolaan air limbah pada
lingkungan perumahan atau permukiman tidak memiliki
sistem yang memadai, yaitu terdiri atas kakus/kloset yvang
terhubung dengan tangki septik baik secara
individual/domestik, komunal maupun terpusat.

Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak
memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b merupakan kondisi prasarana dan sarana
pengelolaan air limbah pada perumahan atau permulaman
dimana:

a. kakus/Kkloset tidak terhubung dengan tangki septik; atau

b. tidak tersedianya sistem pengolahan limbah setempat
atau terpusat.

Pasal 36

Kriteria kekumuhan ditinjau dari pengelolaan persampahan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf f
mencakup:

a. prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan
persyaratan teknis; dan/atau
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b. sistem pengelolsan persampahan tidak memenuhi
persyaratan teknis.

Prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan
persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a merupakan kondisi dimana prasarana dan sarana
persampahan  pada  lingkungan perumahan  atau
permukiman tidak memadai sebagai berikut:

a tempat sampah dengan pemilahan sampgh pada skala
domestik atau rumah tangga;

b. tempat pengumpulan sampah (TPS) atau TPS 3R (reduce,
reuse, recyclel pada skala lingkungan;

¢. sarana pengangkut sampah pada skala lingkungan; dan
tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) pada skala
lingkungan.

Sistem  pengelolaan  persampahan tidak memenuhi
persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b merupakan kondisi dimana pengelolaan
persampahan pada lingkungan perumahan atau
permukiman tidak memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a pewadahan dan pemilahan domestik;

b. pengumpulan sampah lingkungan;

c. pengangkutan sampah lingkungan; dan
d. pengolahan sampah lingkungan.

Pasai 37

Kriteria kekumuhan ditinjau dari proteksi kebakaran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat {2) huruf g
mencakup:

a. prasarana proteksi kebakaran tidak tersedia; dan/atau
b. sarana proteksi kebakaran tidak tersedia.

Prasarana proteksi kebakaran tidak tersedia sebagaimana

dimaksud pada ayat (1} huruf a merupakan kondisi dimana

tidak tersedianya prasarana proteksi kebakaran vang

meliput:

a. pasokan air yang diperoleh dari sumber alam maupun
buatan;

b. jalan lingkungan yang memudahkan masuk keluarnya
kendaraan pemadam kebakaran;

c. sarana komunikasi untuk pemberitahuan terjadinya
kebakaran; dan

d. data tentang sistem proteksi kebakaran lingkungan.

Sarana proteksi kehakaran tidak tersedia sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi dimanra
tidak tersedianya sarana proteksi kebakaran yang meliputi:

a alat pemadam api ringan (APAR);
b. kendaraan pemadam kebakaran; dan
¢. mobil tangga sesuai kebutuhan,
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Paragraf 2

Tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
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Pasal 38

Tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh
merupakan pengelompokan perumahan kumuh dan
permukiman kumuh berdasarkan letak lokasi secara
geografis.

Tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdin atas:

a. di atas air;

b. di tepi air;

¢. di dataran rendah;

d. di perbukitan; dan/atau
e. i daerah rawan bencana.

Tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh
sebagaimana dimaksud pada avat (2) disesuaikan dengan
kondisi spesifik di dalam wilayah Kabupaten Buton

Tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh
sebagaimana dinaksud pada ayat (2} harus disesuaikan
dengan alokasi peruntukan dalam rencana tata ruang.

Dalam hal rencana tata ruang tidak mengalokasikan
keberadaan tipologi perumahan kumuh dan permukiman
kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka
keberadaannya harus dipindahkan pada lokasi yang sesuai.

Bagian Kedua
Penetapan Lokasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 39

Peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan
permukiman kumuh didahului dengan penetapan lokasi.

Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajb
didabului proses pendataan yang dilakukan cleh pemerintah
daerah dengan melibatkan peran masyarakat

Proses pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
meliputi proses:

a. identifikasi lokasi; dan
b. penilaian lokasi

Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditindaklanjuti dengan perencanaan penanganan.
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Paragraf 2
Pendataan Lokasi

Pasal 40

Identifikasi lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39
ayat (3) huruf a dilakukan sesuai dengan prosedur
pendataan identifikasi lokasi perumahan kumuh dan
petrmukiman kumuh.

Proses identifikasi lokasi didahului dengan identifikasi
satuan perumahan dan permukiman.

identifikasi iokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
meliputi identifikasi terhadap:

a. kondisi kekumuhan;
b. legalitas lahan; dan

¢. pertimbangan lain.

Pasal 41

Prosedur pendataan identifikasi lokasi perumahan kumuh
dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 40 ayat (1) dilakukan oleh perangkat daerah yang
bertanggung jawab dalam penyelenggaraan perumahan dan
kawasan permukiman.

Prosedur pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan melibatkan peran masyarakat pada lokasi
yvang terindikasi sebagai perumahan kumuh dan
permukiman kumuh,

Lokasi yang terindikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2}
merupakan lokasi yang memiliki tingkat kepadatan yang
tidak sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang.

Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menyiapkan prosedur pendataan dan format isian
identifikasi lokasi perumahan kumuh dan permukiman
kumuh.

Ketentuan mengenai Prosedur Pendataan dan Format Isian
identifikasi lokasi perumahan kumuh dan permukiman
kumuh tercantum dalam Lampiran | yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 42

Identifikasi  satuan  perumahan dan  permukiman
sehagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat {2) merupakan
upaya untuk menentukan batasan atau lingkup entitas
perumahan dan permukiman formal atau swadava dari
setiap lokasi di Daerah.

Penentuan satuan perumahan dan permukiman formal
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
pendekatan fungsional melalul identifikasi deliniasi.
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Penentuan satuan perumahan dan permukiman swadaya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
pendekatan administratif.

Pendekatan administrasif sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) dilakukan pada tingkat rukun warga dan/atau
kelurahan/desa.

Pasal 43

Identifikasi kondisi kekumuhan sebagaimana dimaksad
dalam Pasal 40 ayat (3} huruf a merupakan upaya untuk
menentukan tingkat kekumuhan pada suatu perumahan dan
permukiman dengan menemukan dan mengenali
permasalahan kondisi bangunan gedung beserta sarana dan
prasarana pendukungnya.

ldentifikasi kondisi kekumuhan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kriteria perumahan
kumuh dan permukiman kumuyh,

Pasal 44

Identifikasi legalitas lahan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 40 ayat (3] huruf b merupakan tahap identifikasi untuk
menentukan status legalitas lahan pada setiap lokasi
perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagai dasar
yang menentukan bentuk penanganan.

Identifikasi Jegalitas lahan sebagaimana dimaksud pada ayat
{1) mehput: aspek:

a. kejelasan status penguasaan lahan; dan
b. kesesuaian dengan rencana tata ruang.

Kejelasan status penguasaan lahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a merupakan kejelasan terhadap status
penguasaan lahan berupa:

a. kepemilikan sendiri, dengan bukti dokumen sertifikat hak
atas tanah atan bentuk dokumen keterangan status
tanah lainnya yang sah; atau

b. kepemilikan pihak lain (termasuk milik adat/ulayat),
dengan bukti izin pemanfaatan tanah dari pemegang hak
atas tanah atau pemilik tanah dalam bentuk perjanjian
tertulis antara pemegang hak atas tanah atau pemilik
tanah dengan pengguna tanah.

Kesesuaian dengan rencana tata rtuang sebagaimana
dimaksud pada avat {2) huruf b merupakan kesesuaian
terhadap peruntukan iahan dalam rencana tata ruang yang
dibuktikan dengan Surat Keterangan Rencana Kabupaten
{SKRK] berdasarkan rekomendasi dari perangkat daerah
yang membidangi tata ruang.
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Pasal 45

Identifikasi pertimbangan lain sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 40 avat (3] huruf ¢ merupakan tahap identifikasi
terhadap beberapa hal lain yang bersifat nonfisik untuk
menentukan skala prioritas penanganan perumahan kumuh
dan permukiman kumuh.

Identifikasi pertimbangan lain sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi aspek:

a, nilai strategis lokasi;

b. kependudukarn; dan

¢. kondisi sosial, ekonomi, dan budaya.

Nilai strategis iokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a merupakan pertimbangan letak lokasi perumahan
atau permukiman pada:

a. fungsi strategis Daerah; atau
b. bukan fungsi strategis Daerah.

Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2} hurufb
merupakan pertimbangan kepadatan penduduk pada lokasi
perumahan atau permukiman dengan klasifikasi:

a rendah yaitu kepadatan penduduk di bawah 150 [seratus
lima puiuh) jiwa/ha;

b, sedang vaitu kepadatan penduduk antara 151-200
(seratus lima puluh satu sampai dengan dua ratus)
jiwa/ha;

¢ tinggi yaitu kepadatan penduduk antara 201-400 {dua
ratus satu sampai dengan empat ratus) jiwa/ha; dan

d. sangat padat yaitu kepadatan penduduk di atas 400
(empat ratus) jiwa/ha;

Kondisi sesial, ekonomi, dan budayva sebagaimana dimaksud
pada ayvat (2) huruf ¢ merupakan pertimbangan potensi yang
dimiliki lokasi perumahan atau permukiman berupa:

a. potensi sosial yaitu tingkat partisipasi masyarakat dalam
mendukung pembangunan;

b. potensi ekonomi yaitu adanya kegiatan ekonomi tertentu
yang bersifat strategis bagi masyarakat setempat; dan

c¢. potensi budaya yaitu adanya kegiatan atau warisan
budaya tertentu yang dimiliki masyarakat setempat.

Paragraph 3
Penilaian Lokasi

Pasal 46

Penilaian lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasat 39 ayat
(3] huruf b dilakukan untuk menilai hasil identifikasi lokasi
dan skala prioritas penanganan berdasarkan aspek:

a. kondisi kekumuhan;
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b. legalitas tanah; dan
c. pertimbangan lain.

Penilaian iokasi berdasarkan aspek kondisi kekumuhan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
mengklasifikasikan kondisi kekumuhan sebagai berikut:

a. ringan;
b. sedangdan
c. berat

Penilaiann lokasi berdasarkan aspek legalitas tanah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) buruf b terdin atas
klasifikasi:

a. status tanah legal; dan

b. status tanah tidak legal

Penilaian berdasarkan aspek pertimbangan lain
sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf ¢ terdiri atas:

a. pertimbangan lain kategori rendah;

b. pertimbangan lain kategon sedang; dan

¢. pertimbangan lain kategori tinggi.

Penilaian lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dihitung berdasarkan formulasi sebagaimana tercantum
dalam Lampiran [I yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4
Hasil Penilaian Lokasi

Pasal 47

Hasil penilaian lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46
ayat (5) disusun dalam bentuk dokumen,

Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dilengkapt
dengan:

a. tabel daftar lokasi perumahan kumuh dan permukiman
kumuh; dan

b. peta sebaran perumahan kumuh dan permukiman
kumubh.

Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
mendapatkan verifikasi dari Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah Provinsi sesual dengan kewenangannya,

lokasi yang telah dinilai sebagaimana dimaksud pada ayat
{1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 48

Tabel daftar lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47
ayat {2) huruf a, berisi data terkait nama lokasi, luas, lingkup
administratif, titik koordinat, kondisi kekumuhan, status
lahan dan prioritas penanganan untuk setiap lokasi
perumahan kumuh dan permukiman kumuyh yang
ditetapkan.
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Prioritas penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2}
berdasarkan hasil penilaian aspek pertimbangan lain.

Peta sebaran iokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47
ayat (2} huruf b, dibuat dalam suatu wilayah Daerah
berdasarkan tabel daftar lokasi.

Format tabel daftar Ilokasi dan peta sebaran iokasi
sebagaimana dimaksud pada ayat {1) dan avat {3) tercantum
dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dan Peraturan Daerah ini

Paragraf 5
Peninjauan Ulang

Pasal49

Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud Pasal 47 ayat (9)
dilakukan peninjauan ulang paling sedikit i {satu] kali dalam
S (lima) tahun.

Peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan melalui proses pendataan ulang lokasi.

Peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (I
dilakukan untuk menilai pengurangan jumlah lokasi
dan/atau luasan Perumahan Kumuh dan Permukiman
Kumuh sebagai hasil dari penanganan yang telah dilakukan,
serta pengurangan tingkat kekumuhan.

Pengurangan luasan Perumahan Kumuh dan Permukiman
Kumuh sebagaimana dimaksud pada avat (3) terjadi karena
pengurangan jumlah lokasi Perumahan Kumuh dan
Permukiman Kumuh.

Penilaian terhadap hasil peninjauan ulang dihitung
berdasarkan foermulasi peniiaian lokasi.

Hasil peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada avat (3}
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 30

Pendataan ulang terhadap lokasi Perumahan Kumuh dan
Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49
ayat (2) meliputi

a. identifikasi ulang lokasi; dan

b. penilaian ulang lokasi.

Pendataan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1}
dilakukan dengan mengacu pada Keputusan Bupati tentang
penetapan lokasi

Pendataan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan menginventarisasi hasil Peningkatan
Kualitas yang dilakukan oleh Setiap Orang terhadap nilai
kriteria kekum uhan pada setiap lokasi Perumahan Kumuh
dan Permukiman Kumuh.
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Bagian Ketiga
Perencanaan Penanganan

Pasal 51

Pemenntah Daeralhh menyvusun perencanaan penanganan
berdasarkan penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 47 ayat (4) dengan melibatkan masyarakat.

Pasal 52

(1} Perencanaan penanganan Perumahan Kumuh dan
Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal
51 dilakukan melalui tahap:

a persiapan;

survei;

penyusunan data dan fakta;
analisis;

penyusunan konsep Penanganan; dan

5 h & p g

penyusunan rencana Penanganat.

(2) Perencanaan penanganan Perumahan Kumuh dan
Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus melibatkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
Provinsi sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 53

(1) Penyusunan rencana Penanganan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 52 ayat (1) huruf f paling sedikit memuat:

a. profil Perumahan kumuh dan Permukiman kumukh;

b. rumusan permasalahan Perumahan kumuh dan
Permukiman kumub;

¢. rumusan konsep Pencegahan dan Peningkatan Kualitas
Perurmmahan kumuh dan Permukiman kumuh;

d. rencana Pencegahan terhadap tumbuh dan
berkembangnya Perumahan kumuh dan Permukiman
kumuh;

e. rencana Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan
kumuh dan Permukiman kumuh;

f  rumusan perencanaan penyediaaan tanah;
g Tumusan rencana investasi dan pembiayaan; dan
h. rumusan peran pemangku kepentingan.

(2) Rumusan konsep pencegahan dan peningkatan kualitas
perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf ¢ memuat prinsip desain
universal, meliputi

a. kesetaraan pengglinaan ruang,

b. keselamatan dan keamanan bagi seinua,
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kemudahan akses tanpa hambatan;

kemudahan akses informasi;

kemandirian penggunaan ruang;

efisiensi upaya pengguna; dan

kesesuaian ukuran dan ruang secara ergonomis.

w e o0

(3) Prinsip desain universal sebagaimana dimaksud pada ayat (4}
mempertimbangkan prinsip kebutuhan seluruh masyarakat
termasuk penyandang disabilitas, anak-anak, lanjut usia,
dan ibu hamil.

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan perencanaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dan penyusunan
rencand penanganan perumahan kumuh dan  permukiman
kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 diatur dengan
Peraturan Bupat.

Bagian Ketiga
Pola Penanganan

Paragraf 1

Umum

Pasal 55

(1) Dalam wupaya Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan
Kumuh dan Permukiman Kumuh, Pemerintah Daerah
menetapkan kebijakan, strategil, serta pola penanganan yang
manusiawi, berbudaya, berkeadilan, dan ekonomis.

{2) Pola penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
didasarkan pada hasil penilaian aspek kondisi kekumuhan
dan aspek legalitas lahan.

(3) Pola penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
direncanakan dengan mempertimbangkan tipologi
perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

{4) Pola penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1}
meliputi;

a. pemugaran;
b. peremajaan, dan
c. pemukiman kembali

{5) Pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a

ditakukan untuk Perbaikan dan/atau pembangunan kembali

Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh menjadi
Perumahan dan Permukiman yang layak huni.
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{6) Peremajaan dan Pemukiman Kembali sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) hurufb dan huruf ¢ dilakukan untuk
mewujudkan kondisi rumah, Perumahan, dan Permukiman
yang lebinh balk guna melindungi keselamatan dan keamanan
penghuni dan masyarakat sekitar.

{7) Pelaksanaan pemugaraan, peremajaan, dan/atau
pemukiman kembali dilakukan dengan memperhatikan
antara lain:

a. hak keperdataan masyarakat terdampalk;
b. kondisi ekologis lokasi; dan

¢. kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat
terdampak.

(B} Pola penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (4]
dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan
kewenangannya dengan meiibatkan peran masyarakat.

Pasal 56

Pala penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (4)
diatur dengan ketentuan:

a. peremajaan jika status lahan legas dengan Kklasifi kasi
kekumuhan berat dan sedang;

b. peremajaan jika status lahan illegal dengan klasifikasi
kekumuhan berat dan sedang;

¢. pemugaran jika status lahan legal dengan klasifikasi
kekumuhan ringan;, dan

d. pemukiman kembali jika status lahan iliegal dengan
klasifikasi kekumuhan ringan,

Pasal 57

Pola penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh
dengan mempertimbangkan tipologi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 55 ayat (3) diatur dengan ketentuan:

a. jika tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di
atas air, maka penanganan yang dilakukan harus
memperhatikan karakteristik daya guna, daya dukung, daya
rusak air serta kelestarian air;

b. jika tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di
tepi air, maka penanganan yang dilakukan ‘Tarus
memperhatikan karakteristik daya dukung tanah tepi air,
pasang surut air serta kelestarian air dan tanah;

c. jika tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di
dataran rendah, maka penanganan yang dilakukan harus
memperhatikan karakteristik daya dukung tanah, jenis
tanah serta kelestarian tanah;

d. jika tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di
perbukitan, maka penanganan yang dilakukan harus
memperhatikan karakteristik kelerengan, daya dukung
tanah, jenis tanah seria kelestarian tanah; dan
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e. jika tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di

kawasan rawan bencana, maka penanganan vang dilakukan
harus memperhatikan karakteristik kebencanaan, daya
dukung tanah, jenis tanah serta kelestarian tanah.

Pasal 58

Dalam mendukung keberhasilan pola penanganan Perumahan
Kumuh dan Permukiman Kumiuh sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 55 ayat (4], dilaksanakan penanganan non fisik yang
terkait.

(1)

(2}

(1}

Paragraf 2
Pemugaran

Pasail 59

Pemugaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat {4)
huruf a merupakan kegiatan perbaikan rumah, prasarana,
sarana, dan/atau utilitas umum untuk mengembalikan
fungsi sebagaimana semula.

Pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
metalui tahap:

a pra konstruksi;
b. konstruksi; dan
€. pasca konstruksi.

Pasal 60

Pemugaran pada tahap pra konstruksi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2} huruf a meliputi:

a identifikasi permasalahan dan kajan kebutuhan
pemugaran;

b. sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakat
terdampak;

¢. pendataan masyarakat terdampak;

d. penyusunan rencana pemugaran; dan

e. musy/awarah untuk penyepakatan.

Pemugaran pada tahap konstruks: sebagaimana dimaksud
dalam Pasai 54 ayat (2) huruf b meliputi:

a. proses pelaksanaan konstruksi; dan
b. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan konstruksi.

Pemugaran pada tahap pasca konstruksi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 54 ayat {2) huruf ¢ meliputi:

a pemanfaatan; dan
b, pemeliharaan dan perbatkan
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Paragraf 3
Peremajaan

Pasal 61

Peremajaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (4}
huruf b dilakukan melalui pembongkaran dan penataan
secara menyeluruh terhadap rumah, prasarana, sarana,
dan/atau utilitas umum.

Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
dilakukan dengan terlebih dahulu menyediakan tempat
tinggal sementara bagi masyarakat terdampak.

Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat {1) dilakukan
melalui tahap:

a pra konstruksi;
b. konstruksi: dan
c. pasca konstruksi.

Pasal 62

Peremajaan pada tahap pra konstruksi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) huruf a meliputi:

a. identifikasi permasalahan dan kajian kebutuhan
perema jaan;

b penghunian sementara untuk masyarakat terdampak;

c. sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakat
terdampak;

d. pendataan masyarakat terdampak;
€. Ppenyusunan rencana peremajaan; dan
f. musyawarah dan diskusi penyepakatan.

Peremajaan pada tahap konstruksi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 61 ayat (3) huruf b meliputi:

a. proses ganti rugi bagi masyarakat terdampak
berdasarkan hasil kesepakatan;

b. penghunian sementara masyarakat terdampak pada
lokasi lain;

€. proses pelaksanaan konstruksi peremajaan pada lokasi
permukiman eksisting;

d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan konstruksi
peremajaan; dan

e. proses penghunian kembali masyarakat terdampak.

Peremajaan pada tahap pasca konstruksi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) huruf ¢ meliputi;

a pemanfaatan; dan

b. pemelharaan dan perbaikan,
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Paragraf 4
Pemukiman Kembali

Pasal 63

Pemukiman kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55
ayat {4} huruf c¢ dilakukan melalui pembangunan dan
penataan secara menyeluruh terhadap rumah, Prasarana,
Sarana, dan/atau Utilitas Umum pada lokasi baru vang
sesuai dengan rencana tata ruang.

Pemukiman Kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus dilakukan dengan terlebih dahulu menyediakan
tempat tinggal sementara bagi masyarakat terdampak.

Pemukiman kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan melalui tahap:

a.  pra konstruksi,
b. konstruksi; dan
¢. pasca konstruksi.

Pasal 64

Pemukiman kembali pada tahap pra  konstruksi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) huruf a
meliputi:

a. kajan pemanfaatan ruang dan/atau ka jian
legalitas tanah;

b. penghunian sementara untult masyarakat di perumahan
dan permukiman kumuh pada lokasi rawan bhencana;

c. sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakat
terdampak;

d. pendataan masyarakat terdampak;

penyusunan rencana pemukiman baru, rencana
pembongkaran pemukiman eksisting dan rencana
pelaksanaan pemukiman kembali; dan

f. musyawarah dan diskusi penyepakatan.

Pemukiman kembali pada tahap konstruksi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) huruf b metiputi:

a proses ganti rugi bagi masyarakat terdampak
berdasarkan hasil kesepakatan;

b. proses legalisasi tanah pada lokasi pemukiman bar,

proses pelaksanaan konstruksi pembangunan
perumahan dan permukiman baru;

d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan konstruksi
pemuliman kembali;

e proses penghunian kembali masyarakat terdampak; dan
f. proses pembongkaran pada lokasi pemukiman eksisting.
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(3} Pemukiman kembali pada tahap pasca konstruksi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3} huruf ¢
meliputi:

a. pemanfaatan; dan
b. pemeliharaan dan perbaikan.

Paragraf 5
Dukungan Kegiatan Nonfisik

Pasal 65

Penanganan nonfisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58
diidentifixasi sesuai dengan kebutuhan sebagai rekomendasi
bagi instansi yang berwenang untuk Peningkatan Xualitas
Peruamahan Kumuh dan Permukiman Kumuh,

Pasal 66

Ketentuan mengenai pola penanganan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 59 sampai dengan Pasal 64 dan bentuk rekomendasi
penanganan nonfisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65
tercantum dalam Lampiran IV yvang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Pengelolaan

Paragraf 1

Umum

Pasal 67

{1} Untuk mempertahankan dan menjaga Kualitas Perumahan
dan Permukiman secara berkelanjutan pasca penanganan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, dilakukan
nengelolaan,

(2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
oleh masyarakat secara swadaya.

(3} Pengelolaan oleh masyarakat secara swadaya sebagaimana
dimaksud pada ayat (2] dapat dilakukan oleh kelompok
swadaya masyarakat.

{4] Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
melalui pemeliharaan dan perbaikan,

(5) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
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Paragraf 2

Pembentukan Kelompok Swadayva Masyarakat

(1)

(2)

(3)

(4}

(5}
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(3)

{4)
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Pasal 68

Dalam rangka pengelolaan oleh masyarakat secara swadaya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2), dibentuk
Kelompok Swadaya Masyarakat.

Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tingkat komunitas
sampai pada tingkat kabupaten sebagai fasilitator
pengelolaan Perumahan dan Permulkiman layak huni.

Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat sebagaimana
dimaksud pada ayat {1} dapat difasilitasi oleh Pemerintah
Daerah.

Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
dalam bentuk:

a penyediaan dan sosialisasi norma, standar, pedoman, dan
kriteria;

b. pemberian bimbingan, pelatihan/penyuluhan, supervisi,
dan konsultasi; dan/atau

c. pemberian kemudahan dan/atau bantuan,

Kelompok Swadaya Masyarakat sebagaimana dimaksud pada

ayat (1} dibiayai dari swadaya masyargkat danjatau dapat

diperoleh melalui kontribusi dari Setiap Qrang,

Dalam hal sudah terdapat Kelompok Swadaya Masyarakat

yang sejenis, pembentukan Kelompok Swadayva Masvarakat

sebagaimana dimaksud pada avat {1] tidak perlu dilakukan
lagi.

Paragraf 2

Pemeliharaan dan Perbaikan

Pasal 69

Pemeliharaan dan Perbaikan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 67 ayat (4} merupakan upaya menjaga kondisi
Perumahan dan Permukiman yang layak huni dan
berkelan jutan.

Pemerintah Daerah melakukan pemelharaan dan perbaikan
prasarana, sarana, dan utilitas umum.

Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan melalui perawatan dan pemeriksaan secara
berkala.

Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2] dilakukan
melalui rehabilitasi atau pemugatan.

Pemeliharaan dan perbaikan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3} dan ayat {4) dengan melibatkan peran serta:

a. masyarakat;
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b. lembaga swadaya masvarakat;
c. organisasi kemasyarakatan; dan/atau
d. badan hukum .

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemeliharaan dan
Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENYEDIAAN TANAH

Pasal 70

Pemerintah  Daerah  sesual dengan kewenangannya
bertanggung jawab atas penyediaan tanah dalam rangka
peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman
Kumuh.

Penyediaan tanah untuk peningkatan kualitas perumahan
kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud
pada ayat (1} dapat dilakukan melalui:

a. pengadaan  tanah untuk  pembangunan bagi
kepentingan umum,;

b. konsolidasi tanah oleh pemilik tanah; dan/atau

¢. peralihan atau pelepasan hak atas tanah oleh pemitik
tanah;

Penyediaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat {2)
dilaksanakan  sesuai dengan  ketentuan  peraturan
perundang-undangan,

BAB VI
PENDANAAN DAN SISTEM PEMBIAYAAN

Pasal 71

Pencegahan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
baru serta Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan
Permukiman Kumuh dapat ditiayai dari:

a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
b. anggaran pendapatan dan belanja Negara; dan/atau

¢, sumber dana lain yang sah dan tidak mengkat sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk menjamin kemudahan pembiayaan yamg bersumber
dari anggaran pendapatran dan belanja Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a Pemerintah Daerah
mengembangkan sistem pembiayaan Pencegahan dan
Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman
Kumuh di Daerah.
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Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem pembiayaan
Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh
dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB Vi

KERJA SAMA, PERAN MASYARAKAT, DAN KEARIFAN LOKAL

(1)

(2)

(1)

{2)

Bagian Kesatu
Kerja Sama

Pasal 72

Dalam wupaya Pencegahan dan Peningkatan Kualitas
terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh,
Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan:

a. pihak swasta;
b. organisasi kemasyarakatan; atau
c. lembaga nonpemerintah lainnys.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kerja
sama sebagaimana dimaksud pada ayat {!) dilaksanakan
berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Peran Masyarakat

Pasal 73

Peran masyarakat dalam pencegahan terhadap tumbuh dan
berkembangnya perumahan kumuh dan permuk iman
kumuh  dilakukan pada tahap pengawasan dan
pengendalian,

Peran masyarakat dalam peningkatan kualitas terhadap

perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilakukan pada

tahap:

a. penetapan lokasi Perumabhan Xumuh dan Permukiman
Kumuh;

b. perencanaan penanganan Perumahan Kumuh dan
Permukiman Kumuh;

¢ penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman
Kumuh; dan

d. pengelolaan Perumahan Kumuh dan Permukiman
Kumuh.
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Pasal 74

Peran masyarakat pada tahap pengawasan dan pengendalian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1} dilakukan dalam
bentuk:

a. berpartisipasi aktif menjaga kesesuaian perizinan dari
bangunan, Perumahan dan Permukiman pada tahap
perencanaan serta turut membantu Pemerintah Daerah
dalam pengawasan dan pengendalian kesesuaian perizinan
darl perencanaan bangunan gedung, Perumghan dan
Permukiman di lingkungannya;

b. berpartisipasi aktif menjaga kesesuaian standar teknis dari
bangunan, Perumahan dan Permukiman pada tahap
pembangunan serta turut membantu Pemerintah Daerah
dalam pengawasan dan pengendalian kesesuaian standar
teknis bangunan gedung, Prasarana, Sarana, dan Utilitas
Umum di lingkungannya; dan/atau

c. berpartisipasi aktif menjaga kesesuaian kelaikan fungsi
bangunan gedung, Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum
pada tahap pemanfaatan di lingkunganny/a,

Pasal 75

Peran masyarakat pada tahap penetapan lokasi Perumahan
Kumith dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 73 ayat {2) huruf a dapat meliputi:

a, berpartisipasi pada proses pendataan lokasi Perumahan
Kumuh dan Permukiman Kumuh, dengan mengikuti survei
lapangan dan/atau memberikan data dan informasi yang
dibutuhkan sesuai  dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan/ataul

b, memberikan pendapat terhadap hasil penetapan Jlokasi
Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dengan dasar
pertimbangan berupa dokumen atau data dan informasi
terkait yang telah diberikan saat proses pendataan.

Pasal 76

Peran masyarakat pada tahap perencanaan penanganan
Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2} huruf b dapat meliputi:

a. berpartisipasi aktif dalam pembahasan perencanaan
penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;

b. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada instansi
yang berwenang dalam penyusunan rencana penanganan
Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;

¢. memberikan dukungan pelaksanaan rencana penanganan
Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh pada lokasi
terkait sesuai dengan kewenangannya; dan/atau
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menyampaikan pendapat dan pertimbangan terhadap hasil
penetapan rencana penanganan Perumahan Kumuh dan
Permukiman Kumuh dengan dasar pertimbangan berupa
dokumen atau data dan informasi terkait yang telah diajukan
dalam proses penvusunarn rencana,

Pasal 77

Peran masyarakat pada tahap penanganan terhadap
Perumahan Kumih dan Permukiman Kumuh sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 73 avat {2) huruf ¢, dapat dilakukan
dalam proses Pemugaran, Peremajaan dan/atau pemukiman
kembali.

Dalam  proses  Pemugaran, Peremajaan, dan/atau
Pemukiman Kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
masyarakat dapat:

a. berpartsipasi aktif dalam sosialisasi dan rembuk warga
pada masvarakat vang terdampak;

b. berpartisipasi aktf dalam musyawarah dan diskusi
penyepakatan  rencana  Pemugaran, Perema jaan,
dan/atau Pemukiman Kembali;

c. berpartisipasi dalam pelaksanaan Pemugaran,
Peremajaan, dan/atau Pemukiman Kembali baik berupa
dana, tenaga maupun material

d. membantu Pemerintah Daerah dalam upaya penyediaan
tanah vang berkaitan dengan proses Pemugaran,
Peremajaan, dan/atau Pemukiman Kembali terhadap
rumah, Prasarana, Sarana, dan/atau Utilitas Umum;

€. membantu menjaga ketertiban dalam pelaksanaan
Pemugaran, Peremajaan, dan/atau Pemukiman Kembali;

f. mencegah perbuatan yang dapat menghambat atau
menghalangi proses pelaksanaan Pemugaran,
Peremajaan, dan/atau Pemukiman Kembali; dan/atau

¢ melaporkan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam
huruf f kepada iInstansi berwenang agar proses
Pemugaran, Peremajaan, dan/atau Permmukiman Kembali
dapat berjalan lancar.

Pasal 78

Peran serta masyarakat pada tahap pengelolaan Perumahan
Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud dalam
dalam Pasal 73 huruf d, dapat meliputi:

a,

berpartisipasi aktif pada berbagai program Pemerintah
Daerah dalam pemeliharaan dan perbaikan di setiap lokasi
Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh vang telah
tertangani;

berpartisipasi aktif secara swadaya dan/atau dalam
kelompok swadaya masyarakat pada upaya pemeliharaan
dan perbaikan baik berupa dana, tenaga maupun material,
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menjaga ketertiban dalam pemeliharaan dan perbaikan
rumah serta prasarana, sarana, dan utilitas umum di
perumahan dan permukiman;

mencegah perbuatan yang dapat menghambat atau
menghalangi proses pelaksanaan pemeliharaan dan
perbaikan; dan/atau

melaporkan perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf
d, kepada instansi berwenang agar proses pemeliharaan dan
perbaikan dapat berjalan lancar.

Bagian Ketiga
Kearifan Lokal

Pasal 79

Peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman
kumuh di Daerah periu dilakukan dengan
mempertimbangkan kearifan lokal! yang berlaku pada
masyarakat setempat dengan tidak bertentangan pada
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pertimbangan kearifan
lokal dalam peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan
Permukiman Kumuh di Daerah diatur dalam Peraturan
Daerah tersendiri.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 80

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai beriaku, maka:

a.

semua  keputusan dan/atau dokumen mengenai
perencanaan dan/atau penetapan lokasi Perumahan Kumuh
dan Permukiman Kumuh vang telah ditetapkan atau
dikeluarkan sebelum Peraturan Daerah ini sepanjang tidak
bertentangan dinyatakan tetap berlaku.

semua keputusan dan/atau dokumen mengenai
perencanaan dan/atau penetapan lokasi Perumahan Kumuh
dan Permukiman Kumuh yang telah ditetapkan atau
dikeluarkan sebelum Peraturan Daerah ini wajib disesuaikan
berdasarkan Peraturan Daerah ini.
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BABIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 81
Peraturan Daerah mi muiai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 23 Zbrya,; 2021
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BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 81
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 23 Februari 2021

BUPATI BUTON,
Cap/ttd
LA BAKRY

Diundangkan di Pasarwajo
pada tanggal 2% pebrucue 2021

SEKRETARI%AERAH KABUPATEN BUTON,
i

o

LA ODE FAR DJAFAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2021 NOMOR /4.8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON PROVINSI SULAWESI
TENGGARA NOMQR: 1/25/2021
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PENJELAS AN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON
NOMOR I TAHUN 2021

TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP
PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

UMUM

Kabupaten Buton sebagai suatu wilayah administratif dihuni oleh
masyarakat yang majemuk. Masyarakat majemuk yang menghuni Kabupaten
Buton tinggal dalam kawasan-kawasal perumahan dan permukiman,
Kawasan perumahan dan permukiman yang ada di wilavah Kabupaten Buton
memerlukan penanganan tersendiri yang Menghormati hak-hak asasi
penghuninya sebagai penunjang kehidupan Kabupaten Buton dari
aspek-aspek sosial, ekonomi, dan budaya yang berorientasi masa depan,
berwawasan lingkungan, serta peka terhadap perkembangan zaman dan
kebutuhan masyarakatnya.

Peraturan Daerahh Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas
perumahan dan Permukiman Kumuh merupakan Peraturan Daerah
pelaksana dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 201t tentang Perumahan dan
Kawasan Permukiman. Dalam undang-undang telsebut, pencegahan dan
peningkatankualitas perumahan dan permukiman kumuh menjadi salah satu
aspek penting yang pengaturannya diatur di dalamnya. Adanya kawasan
perumahan dan permukiman kumuh di Kabupaten Buton vang mulai
berkembang membutuhkan adanya penanganan tersendiri agar dapat
dilakukan pencegahan timbulnya kawasan kumuh baru dan peningkatan
kualitas terhadap kawasan kumuh yang telah ada melalui 3 {tiga) macam
penanganan : pemugaran, peremajaan, atau permukiman kembali.

Agar upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap
perumahan kumuh dan permukiman kumuh dapat berdaya dan berhasil
guna maka perlu ditetapkan pengaturannya dalam suatu Peraturan Daerah
tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan kumuh dan
Permukiman kumuh. Peraturan Daerah ini mengupavakan peran serta
masyarakat yang lebih aktif dalam tataran pefeficafaal hingga pelaksanaan
vang difasilitasi Pemerintah Kabupaten Buton. Atas dasar hal-hal tersebut
dan demi kapastian bukum, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang
pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terbadap Perumahan Kumuh dan
Permukiman Kumuh,

PASAL DEMI PASAL
Pasal 1

Cukup Jeias.
Pasal 2

Cukup Jelas.
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Pasal 3
Cukup Jelas.
asal 4
Cukup Jelas,
Pasal 5
Cukup Jelas.
Pasal 6
Cukup Jelas.
Pasai 7
Cukup Jeias.
Pasal 8
Cukup Jelas.
Pasal 9
Cukup Jelas.
Pasal 10
Cukup Jelas.
Pasal 11
Cukupleias.
Pasal 12
Cukup Jelas.
Pasal 13
Cukup Jelas.
Pasal 14
Cukup Jelas.
Pasal 15
Cukup Jelas.
Pasal 16
Cukup Jelas.
Pasal 17
Avat {1)
Cukup Jelas,
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Pemantauan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan
masyarakat di mulai sejak proses perencanaan.

Yang dimaksud dengan “melibatkan peran masyarakat” adalah
masyarakat yang terkena dampak pencegahan dan peningkatan
kualitas permukiman kumuh. Hal ini dimaksudkan agar
pelaksanaan pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman
kumuh dapat dilaksanakan.
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Ayat (D)
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup Jelas.
Pasai 19
Cukup Jelas.
Pasai 20
Cukup Jelas.
Pasal 21
Cukup Jelas.
Pasa) 22
Cukup Jelas.
Pasal 23
Cukup Jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup Jelas.
Pasal 26
Cukup Jelas,
Pasal 27
Cukup Jelas.
Pasal 28
Cukup Jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Avat(lj
Cukup Jelas.
Avat {2)
Yang dimaksud dengan bangunan tidak memiliki IMB adalah

bangunan yang sudah berdiri dalam kawasan permukiman namun
belurn mempunyai izin mendirikan bangunan.

Pasal 32

Cukup Jelas.
Pasal 33

Cukup Jelas.
Pasal 34

Cukup Jelas.
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Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal38

Cukup Jelas.

Pasal 39

Cukup Jelas.

Pasal 40

Cukup Jelas.

Pasal 41

Cukup Jelas.

Pasal 42

Cukup Jelas.

Pasal 43

Cukup Jelas.

Pasal 44

Cukup Jelas.

Pasalds

Cukup Jelas.

Pasal 46

Cukup Jelas.

Pasal 47

Cukup Jeias.

Pasal 48

Cukup Jelas.

Pasal 49

Cukup Jelas.

Pasal 50

Cukup Jelas.

Pasal 51

Cukup Jelas.

Pasal 52

Cukup Jelas.

Pasal 53

Cukup Jelas.

Pasal 54

Cukup Jelas.

Pasal 55

Cukup Jelas.

L
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Pasal 56
Cukup Jelas.
Pasal 57
Cukup Jelas.
Pasal 58
Cukup Jelas.
Pasal 59
Cukup Jelas.
Pasal 60
Avat (1)
Cukup Jelas.
Axrat (2)
Cukup Jelas.
Avat (3)
Huruf a
Cukup Jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “pemeliharaan dan perbaikan”
adalah upava menjaga kondisi prasarana, sarana, dan
utilitas umum secara terpadu dan terintegrasi melalui
perawatan rutin dan pemeriksaan secara berkala agar dapat
berfungsi secara memadai.
Pasal 61
Cukup Jelas.
Pasalb2
Avat(l)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup Jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “pemeliharaan dan perbaikan”
adalah upaya menjaga kondisi prasarana, sarana, dan
utilitas umum secara terpadu dan terintegrasi melalui
perawatan rutin dan pemeriksaan secara berkala agar dapat
berfungsi secara memadai.
Pasal 63
Cukup Jelas.
Pasal 64
Avat (1)

Cukup Jelas.



Avat (2)
Cukup Jelas.
Ayat {3
Huruf a
Cukup Jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “pemeliharaan dan perbaikan”
adalah upaya menjaga kondisi prasarana, sarana, dasn
utilitas umum secara terpadu dan terintegrasi melalui
perawatan rutin dan pemeriksaan secara berkala agar dapat
berfungsi secara memadai.
Pasal 65
Cukup Jelas.
Pasal 66
Cukup Jelas.
Pasal 67
Cukup Jelas.
Pasal 68
Cukup Jelas.
Pasal69
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat {2)
Cukup jelas.
Avat (3)
Yang dimaksud dengan “Perawatan” adalah proses
menjaga/mempertahankan fungsi rumah serta prasarana, saraha,
dan utilitas umum termasuk memperbaiki fika terjadi kerusakan,
vang dilakukan secara rutin.
Yang dimaksud “pemeriksaan secara berkala” adalah proses
memeriksa kondisi fisik rumah serta prasarana, sarana dan utilitas
umum dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan umur
konstruksi, untuk mengetahui masih dapat berfungsimya rumah
serta prasarana, sarana dan utilitas umum tersebut.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “rehabilitasi” adalah pembangunan kembali
lingkungan hunian melalui perbaikan dan/atau pembangunan baru
rumah serta prasarana, sarana dan utilitas umum untuk
memulihkan fungsi hunian secara wajar sampai tingkat vang
memadai.
Ayat (5)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b

Cukup jelas.
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Huruf ¢
Cukup jelas.
Huruf d

Yang dimaksud dengan badan hukum adalah Badan Hukum
yang didirikan oleh Warga Negara Indonesia vang
kegiatannya di bidang penyelenggaraan perumahan dan
kawagsan permukiman.

Ayat (6
Cukupjelas.
Pasal 70
Ayat {1)
Cukup Jelas.
Ayat {2
Cukup jelas.
Ayat (3}

Pelaksanaan penyediaan tanah dilaksanakan berdasarkan
peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan tanah dan
Undang-Undang Pokok Agraria,

Pasal 71

Cukup Jelas.
Pasal 72

Cukup  Jelas.
Pasal 73

Cukup Jeias.
Pasal 74

Cukup Jelas.
Pasal 75

Cukup Jelas.
Pasal 76

Cukup Jelas.
Pasal 77

Cukup Jelas.
Pasal 78

Cukup Jelas.
Pasal 79

Cukup Jelas.
Pasal 80

Cukup Jelas.
Pasal 81

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON NOMOR.. %7
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LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON

NOMOR
TANGGAL
TENTANG

1 TAHUN 2021
23 FEBRuUAR, 2021

: PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS

TERHADAP PERU MAHAN KUMUH DAN
PERMUKIMAN KUMUH

FORMAT ISIAN IDENTIFIKASI LOKAS|] DAN FORMAT PROSEDUR PENETAPAN
LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

LI. FORMAT ISIAN
A DATA SURVEYOR
Nama Surveyor

Jabatan

Alamat

No. Telp
Hari/Tanggal Survey

B. DATA RESPONDEN
Nama Responden

Jabatan

Alamat

No. Telp.

Hari/Tanggal Pengisian
C. DATA UMUM LOKASI

......................................................

Nama Lokasi

Luas Area

Koordinat

Demografis :
Jumlah Jiwa
Jumlah Laki - Laki
Jumlah Perempuan
Jumlah Keluarga

Administratif:
RW
Kelurahan
Kecamatan
Kabupaten
Provinsi

Permasalahan

Potensi

Tipologi

......................................................

------------------------------------------------------

.....................................................

-----------------------------------------------------

.....................................................




Peta, Lokasi

A -

; e

D. KONDIS! BANGUNAN

Kesesuaian
bentuk, besaran,
perletakan dan
tampilan

bangunan dengan
arahan RDTR

i Kesesuaian tata
' bangunan dan tata
kualitas
lingkungan arahan
RTBL

i
|
|
I
1=

1. Ketidakteraturan Bangunan

76%- 100% bangunan pada lokasi tidak
memiliki keteraturan

31% - 75% bangunan pada lokasi tidak
' memiliki keteraturan

| 25%%- 5% bangunan pada lokasi tidak
memiliki keteraturan

:
| 76% - 100% bangunan pada lokasi tidak
- memiliki keteraturan

C— |

' 51%- 75% bangunan pada lokasi tidak
memiliki keteraturan

—

25% v- S0% bangunan pada lokasi tidak
memiliki keteraturan

| Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan ketidakteraturan

bangunan pada lokasi.

..........................................................................................

penataan bangunan

Nila: KDB rata - rata
bangunan
Nilai KLB rata - rata

Bangunan

Kesesuaian tingkat
kepadatan bangunan
(KDB, KLB dan
kepadatan
bangunan) dengan
arahan RDTR dan
RTBL

bangunan pada lokasi.

Mohon dapat dilampirkan Dokumen RDTR / RTBL yang menjadi rujukan

2. Tingkat Kepadatan Bangunan

..................................................

.................................................

| 76%-100°% © kepadatan bangunan pada lokasi
' tidak sesuai ketentuan

: 91%-75% kepadatan bangunan pada iokasi
i tidak sesuai ketentuan

25%4-50% kepadatan bangunan pada lokast
tidak sesuai ketentuan

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan tingkat kepadatan

e e e S
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3. Ketidaksesuaian -ﬂ-e_r:g_é-n' Persyaratan Teknis Bangﬁnan

Persyaratan Pengendalian danpak lingkungan
bangunan gedung

vang telah diatur Pembangunan bangunan gedung di atas

dan/atau di bawah tanah, air dan/atau
| prasarana/sarana umum

1

Keselamatan bangunan gedung

—

| Kesehatan bangunan gedung

_ i Kenyamanan bangunan gedung
:'__
; Kemudahan bangunan gedung

Kondisi bangunan 76%-100% 5 bangunan pada lokasi tidak
gedung pada memenuhi persyaratan teknis
perumahan dan e

51%-75% bangunan pada lokasi tidak

| mementthy persyaratan teknis
J——l

|| 25%-50¢% bangunan pada lokasi tidak
| _i memenuhi persyaratan teknis

|

permukiman

Mohon dapat dilampirkan 1 foto memperlihatkan ketidaksesuaian dengan
persyaratan teknis bangunan pada lokasi.

........................................................................................................

Mohon dapat dilampirkan dokumen yang menjadi rujukan persyaratan teknis

bangunan

........................................................................................................

E.KONDISI JALAN LINGKUNGAN

1. Cakupan Jaringan Pelavanan

Lingkungan 7% - 100%% area tidak terlayani oleh
perumahan dan | jaringan jalan lingkungan

ermukiman ang |

gﬂayani Folel% ' 51% - 75% area tidak terlayani oleh
jaringan salan jaringan jalan lingkungan

lingkungan ; 25% - 50% area tidak terlayani oleh

jaringan jalan lingkungan

Mohon dapat dilampirkan 1 gambar / peta yang memmperlihatkan jaringan
jatan lingkungan pada lokas!

2. Kualitas Permukaan Jalan

Jenis permukaan Jalan perkerasan lentur
jatan

Jalan perkerasan kaku

Jalan perkerasan kombinasi

REnE

Jalan tanpa perkerasan
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Kualitas permukaan —‘ 0% -
Jjalan

100°46 area memiliki kualtas
| permukaan jalan yang buruk
|51% - 7%  area memiliki kualitas
| permukaan jalan yang buruk
25% - 50% area memiliki kualitas

| = ‘

permukaan jalan vang buruk

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperiihatkan kualitas permukaan

jalan lingkungan yang buruk {rusak).

..............................................................................................

F. KONDISI PENYEDIAAN AR MINUM

1. Ketidaktersedian Akses Aman Air Minum

—_
[

Akses aman terhadap | | 76% - 100% populasi tidak dapat
air minum (memiliki | mengakses air minum yang aman
kualitas tidak v R

berwarna, hickals 21% - 75% populasi tidak dapat

berbau, tidak berasa)

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan kualitas air minum

|
L

mengakses air minum yarg aman

25% - 50% populasi tidak dapat
mengakses air minum yang aman

yang dapat diakses masyarakat.

2. Tidak Terpenuhinya Kebutuhan Air Minum

Kapasitas pemenuhan
kebutuhan (60 L/ Hari)

S|

%% - 100%°6 populasi tidak terpenuhi
kebutuhan air minum minimalnya

51% - 7% populasi tidak terpenuhi
| kebutuhan air minum minimalnya

25% - % populasi tidak terpenuhi
kebutuhan air minum minimalnya

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang kurang terpenuhinya kebutuhan air

minum pada lokasi.

.....................................................................................

G. KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN

1. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air

Genangan yang
terjadi

| Lebih dari (tinggi 30 ¢m, selama 2 jam
I dan terjadi 2 x setahun)

Kurang dari {tinggi 30 cm, selama 2 jam
dan terjadi 2 x setahun]

'1

oA~ TR
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Genangan yang terjadi 76%- 100°%% area terjadi genangan>30 cm
': »2jam dan >2x setahun

51%-75% area terjad: genangan>30 cm

>2 jam dan >2x setahun

25%%- 5% area terjadi genangan>30 cm
>2 jam dan »>2x setahun

Mohon dapat dilampirkan 1 foto vang memperlihatkan saluran tersier
dan/atau saluran lokal pada lokasi

2. Ketersediaan Drainase

Saluran tersier : T6%- 100°%4% area tidak tersedia drainase
dan/atau saluran bokal lingkungan
pada lokasi —

| 31% -7 5% area tidak tersedia drainase
| lingkungan

| 25%- 30% area tidak tersedia drainase
3. || lingkungan

[ Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan saluran tersier
. dan/atau saluran lokal pada lokasi

----------------------------------------------------------------------------------------------

3. Tidak Terpeliharanya Drainase

Jenis pemeliharaan Pemelharaan rutin
saluran drainase yang e .
T Pemeliharaan berkala
FPemeliharaan drainase | 76%- 100% area memiliki drainase yang
dilakukan pada | kotor dan berbau
21%-75% area memiliki drainase yang

kotor dan berbau

! , 25%- 3% area memiliki drainase vang
kotor dan berbau

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan saluran tersier
dan/atau saluran lckal pada lokasi

4. Ketidakterhubungan dengan Sistem Drainase Perkotaan

Komponen sistem l Saluran primer
drainase yang ada pada
lekas Saluran sekunder

Saluran tersier

! I Saluran lokal
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Ketidakterhubungan i 76%- 100%% drainase lingkungan tidak
saluran lokal dengan terhubung dengan hirarki di atasnya

I da hirarki di ’1—
. SATral; pa B DIrar:Hl a | 5]{%}_ 750{4) drainase lingkungaﬂ tidak

atasnya .
terhubung dengan hirarki di atasnya

i 25% - H%o drainase lingkungan tidak
5 | terhubung dengan hirarki di atasnya

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperiihatkan ketidakterhubungan
saluran lokal dengan saluran hirarki diatasnya pada lokasi

5. Kualitas Konstruksi Drainase

Jenis konstruksi Saluran tanah
drainase =

Saluran pasangan batu

| SE—

i' Saluran beton

Kualitas konstruksi | | 76%- 1009% area memiliki kualitas
konstruksi drainase lingkungan buruk

'F
|| 91%- % area memiliki kualitas
' | konstruksi drainase lingkungan buruk

| 25%- S0% area memiliki kualitas
| konstruksi drainase lingkungan buruk

—

| Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan kualitas konstruksi
| drainase yang buruk pada lokasi.

H. KONDISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH
l 1. Sistemn Pengelolaan Air Limbah vang Tidak Sesuai Standar Teknis

E‘?istem pengolghan air 76%- 100%% area memiliki sistem
limbah tidak memadai | pengelolaan air limbah yang tidak sesuai
(kakus/kioset yang standar teknis

tidak terhua bung dengan | _
| tangkl SeptlkﬂPAL] 51”/{1'?50/0 area memiliki sistem

|' . pengeloiaan air limbah vang tidak sesuai
standar teknis

25% 6- %% area memiliki sistem
pengelolaan air limbah yang tidak sesuai
standar tekms

Mohon dapat dilampirkan 1 dokumen memperlihatkan/men jelaskan sistem
pengelolaan air limbah pada lokasi

2. Prasarana dan Sarana Air Limbah Tidak Sesuai Persyaratan Teknis

Kloset leher angsa yang terhubung
| dengan tangki septik
| Tidak tersedianya sistem pengolahan air
| timbah setempat atau terpusat

Prasaran dan sarana ||
pengolahan air lim bah J
l vang ada pada lokasi ‘

bpdigboto e




Ketidaksesuaian 76%- 100%% area memiliki prasarana dan
prasarana dan sarana | | sarana pengelolaan air limbah yang tidak
pengolahan air limbah memenuhi persvaratan teknis

dengan persyaratan

tekfis Rt 31% - 73% area memiliki prasarana dan

| sarana pengelolaan air limbah yang tidak

| | memenuhi persvaratan teknis

—
5% - %% area memiliki prasarana dan

sarana pengelolaan air limbah yang tidak

memenuhi persyaratan teknis

Mohon dapat ditampirkan 1 foto yang memperlihatkan kondisi prasarana dan
sarana pengolahan air limbah pada lokasi yang tidak memenuhi persyaratan
tekris

[, KONDIiSI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
1. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai Persyaratan Teknis

Prasaran dan sarana | Tempat sampah

persampahan yang

ada pada lokasi Tempat pengumpulan sampah (TPS} atau

. | TPS 3R
|

Sarana pengangkut sampah

Tempat pengolahan sampah terpada
(TPST) pada skala lingkungan

—

prasarana dan sarana sarana persampahan tidak memenuhi
persampahan dengan | persyaratan teknis
persyaratan teknis

Ketidaksesuaian ‘ 76%- 100°46 area memiliki prasarana dan

| 51%-75% area memiliki prasarana dan
% | sarana persampahan tidak memenuhi

persyaratan teknis
i 25% - J)%% area memiliki prasarana dan
‘ sarana persampahan tidak memenuhi

persyaratan teknis
Mohon dapat didampirkan 1 foto yang memperlihatkan masing- masing
prasarana dan sarana persampahan pada lokasi yang tidak memenubhi
persyaratan teknis.

2. Sistem Pengelolaan Persampahan Tidak Sesuai Standar Teknis

Sistem persampahan | 76%- 100%4 area mermiliki sistem
(pemilahan, | | pengelolaan persampahan yang tidak
pengumpulan, sesuai standar teknis
pengangkutan, e > o
pengolahan) 51% - 75% area memiliki sistem
pengelolaan persampahan yvang tidak
i sesuai standar teknig

e e

= —— === Tme—z=—rrr




25% - 30% area memiliki sistem
pengeiolaan persampahan vang tidak
sesual standar teknis

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan prasarana dan sarana
persampahan pada lokasi.

..............................................................................................

J. KONDISI PROTEKS] KEBAKARAN
1. Ketidaktersediaan Sistem Proteksi Secara Aktif dan Pasif

Prasarana proteksi I Pasokan air untuk pemadam kebakaran
kebakaran lingkungan | . )
yang ada dglan ln?gkungan yang memadal untuk
i sirkulasi kendaraan pemadam
' kebakaran
| Sarana komunikasi

_: Data tentang sistem proteksi kebakaran

Retemeniimmn | | 76%- 10026 area tidak memiliki
prasarana proteksi | prasarana proteksi kebakaran
kehakaran !

51%-75% % area tidak memiliki prasarana
| proteksi kebakaran

2059 50% area tidak memiliki prasarana
proteksi kebakaran

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan masing-masing
sistem proteksi kebakaran pada lokasi.

2. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran
: e
Sarana Proteksi | Alat pemadam api ringan [APAR)
kebakaran lingkungan =

yang ada ; Kendaraan pemadam kebakaran

Ketersediaan sarana I 76% - 100%% area tidak memiiiki sarana
proteksi kebakaran proteksi kebakaran

| 51%-75% area tidak memiliki sarana
| | proteksi kebakaran

| 25%6- 5)% area tidak memiliki sarang
| proteksi kebakaran

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang sumber pasokan air untuk
pemadam di Jokasi.
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1.2. PROSES PENETAPAN LOKASI
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PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON
NOMOR

TANGGAL
TENTANG

1 23 teanuan

: PENCEGAHAN DAN
TERHADAP

¢ TAHUN 2021

PERUMAHAN

2021

PENINGKATAN KUALITAS
KUM UH

PERMUKIMAN KUMUH

FORMULASI PENILAIAN LOKASI DALAM RANGKA PENDATAAN IDENTIFIKASI
LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

il.1. FORMULASI KRITERIA, INDIKATOR DAN PARAMETER

DAN

SUMNMBER
ASPEK KRITERIA INCHKATCOR PARANME TER MNIL AL DATA
A, IDENTIFIKAS] KONDISI KEKUMUHAN
» Tidak memeanuhi  ketentuan b 76%. 100% bangunan i f
a Ketidakteraturan | taa bangunan dalam RODTR. | pada lokasi  ftidak | 5 | |
Bangunan meipudl  pengatwan bentuk, | memiiki keteratue an
besaran, pedetakan, dmm —
tampilan bangunan pada suatu r $1%-75% b_angunan
rona dan aau | padall.u#au tidak | 3 |
o Tidek memenuhi ketentuan | e keteratan | —{ Dokumen
tata bangunan dan tatl | RDTR &
kuatitas. lingkungan dalam p 51%-75% bangunan | RTEL,
| RTEL. meliputl pengatwan pada Jokasi tidak | 1 Fosmat
| blak lingkungan, kepkng, | mendikn keteralur an | | teian,
1 bangunan, ketinggiar dan ' ohaervesi
glevasi lzntai, konsep identitas. | !
| | lingkungan, konsep oTMrwaEs: |
' | |_lingkungan dan wajah jain. - |
b KDB melebihi ketentuan s 76%- 100% bangunan [ Dokumen
ROTR. dan atau RTBL; | memiiki kepadatan 5 RO TR&
& KLB melebéhi kelentuan dslam | udak sesuai ketentuan RTBL.
b. Tingkat | ROTR, dan atau RTBL dan 5T%-75% bangunan Cokumen
Kepadatan aleu; memiliki kepadatan [ 3 | mB
| 1 Xondisi bangunan » Kepadatan bﬂngtfnaq ying { hdek sesul ketentuan | | Formal
| Bangunan | finggi pada fokass yentu " 25%-50% bangunan Isian, Peta
Uniuk kota metropolilan den memiliki kepadatan 1 fokasi
lota besar 2 250 wnitha tidak sesua ketentuan
| Untuk Ha sedang dan ioia | |
| kecil 2200 uniha il i - [ S | ;
¥ondist bapgunan pada ickasi » 76% - #0% bangunan
tidak memenubi pensyaratan; pads  lokasi  Ddak § | i
» Pengerdakan dampak | memenuhi persyaraisn | ' ;
lingkungan teknis - . Vawancar
|cKetidak sesugian b Fembangunan banguran | 51%-T5% bangunan a,
| dengan ciatas den/atay  di bawah | pada lokasi tidak 2} Format
| persyaratan tanal, an den/atau | memenuhi pessyaratan | | Isian,
j teknis Bangunan | prasarana/ s ana umum leknis DR | | dokumen
| k Keselamalan bangunan | 25%-50% bangunan B,
| b Kesehatan banguran pada joknsi tidak 1 observas:
| | » Kenyamanan bangunan memenuhl persyaralan '|
. <l » Kemudahan bangunen teknis ‘ |
'| . » 76%.100% area tidak | [
5 erlayanioteh jaringan | 5 Wawancar
l' Sebagian kkasi perumahan jalan fingkungan ! a Format I
B Cakupan atau permukiman Hdak e e | = _ | lsian Peta |
| pelayanan jalan | tenayani déngan plan . 'e:1a ?;"9;;1“’:: tidak bokasy, |
2 K ondisi Jalan fingkungan | lingkungan yang sesua i 'alanv?r: b ;ﬂmgan 3 observasi
Lirgkungan dengan ketertuan teknls | J geing .
b 25%.-50% area tidak
| , terlayani olehjanngan | 1
| e | jsen lingkungan e
| s 7T6%-100% ares
| | | memiliki kualitas jatan 5
| | | ymg bunk mﬂmf
| _ i 51%-75% area S R [
b. kualitas { Sebagian ateu seluruh jalan r mernliR ia b Sakn ¢ | Isitn. Peta |
pelmukazn jalan | lingkungan terjad keruSakan v Boenlk } lokast, .
lingkungan permukaan jplan pada  okasi ﬁiﬁ:m_&ba — obsenas
! PR o eI RN memitiki kualitas jaian 1 |
’ - - - | yeng bunk Bl




NDIKATOR

! b 76%-100% populas!
: tidak dapat mengakses
[ air rmnum yang aman Wawancar
{ = T - a Format
5. Ketersediaan Mas yarakal pada iokasi » $1%-75% % popuiast Isian
akses aman & | perumahan dan permukiman lidak dapat mengakses observasi
i minum | fidek dapat mengakses ar ar painum yang arnan
minum yang memiliki kualitas  "250; 5094 popuiasi
! [ Udl;i:kut;:"kw;::é:dak berbau tiFiak dapat mengakses :
I | & minum yang 2man |
i = 76%100% populasi |
| tidak teipenuhi
| kebutuhan &r minum | Wawancar
1. Kondisi miniMajnys { a,‘Format
Penyediaan Ar b. Tidak K : | 51%-75%% poputasi i \nieer, :
Mirtum . - ebutuhan ar mirmm i ; observasi |
| terpenuhinya mas yarakat pada lokasi fidaf Jerpenulif |
| kebutuhan a perumahan dan pegmukiman kebutuhan ar minum
| minum | tidak mancapai rminmal |_mintmakya
| sebanyak B0 ter/orangshari | 25%-50% populasi
| tidzk terpenuhi
| kebvtuhan 4r minum
L | i hya |
. | 76%-100% area terjadi
| ) genangan > A cm=2
B.Ketidaklmampuan .J_arlngan drainase Ilngkungan jam >2xsetahun Wawancar
mengalirkan tidak mampu mengalickan 5% a a. Forrmat
limpasan a limpasan ar sehingga =iy Higaten Isian, Peia
menimbulican genangan | terpdr_genangan >0 tokasi
| tengan tinggi lebih dart 30 an | OM>2 jam >2 x setahun | observasi
| selama lebih dai 2 jam dan : 23%-90% area terjadi
terjadi lebih dani 2 kdi setahun | genangan > 30 em2
| B 3 jam =2 x setahun
| 76%-100% aren tidak T
Tidak tersedianya saturan tersedia drainase
drainase iingkungan pada - T
h.Ket’rdaktEfse dian | kagkungan gerugaahsfn atau _Iln_gkunggg! = - 1 a,lb""Fnrrrual'cr
drainase permukiman, yaitu seluran bk ?Sk_"é ated ek | IsianpPeta |
tersier ateu saluran lokal tersedia drainase RIS, '
| fnghurgan = | | observasi
. | 25%-50% area tidek
| | tersedia drainase [
| = ingkumgan
| s 76%-100% drainase
lingkungan tidak
terhubung dengan | i
E. Ketddakterhubu | Saluran drainase lingkungan - .hlre.:rllu EPH L Wawancar
ngan dengan tidak tehubung dengan s&luran 31%-75%% drainase a Format
| sitem pada hitarki d atasnya lingkungan tidak Isian, Peta
2 Kondsi drainase sehingga menyebabkan ar terhubung dengan RIS,
Drainase perkotaan | tidak dapat mengalir dan | hirarki diatasnya observasi
Lingkungan | menimbulkan genangan | 25%-50% drainase
fingkungan tidak [
. | terhubung dengan |
| hirarki diatasnys
s 76%-100% area
. Tidak Tidak Id'riaksanakannya . memiliki drainsse Wawancar
terpelibaranya pemeliharaan saluran diainase lingkurgan yang kotor a Format
. drai.naze fingkungan pada lckasi _ dan herbat {gian, Peta |
| Eﬂe;urnahan atau perrukiman, 51%.75%%ares RIS, )
| ] M gus 18 observasi
| o Pemefhaizan nitin; memlllkl gl b
| dan atau lingkungan yang kolor
- o Pemeliharaan berkala dan berbau
| 25%-50% ares '
i memiliki drainase
|  fingkungan yang kotor
- i = | dan berbau
) ) = 7B%-100% area |
e Kualtas Kualitas konstruksl drainase | memiik kuahtas [
| jonsiruksi yang buruk, karena berupa drainase lingkungan |
| drainase gafian tanah tanpa material buruk |
pefapis atau penLiip fHaupun = e | T
[ froa ity ?eqadi My S qais fin 1 :U:;:::?
memiliki kualitas | | jeteer et
drainagse fingkurigan | | RIS
o iz | = buzk _ i e
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| - T 25%-50% area 1 cbservasi
memiiki kualitas | %
| | drainase linglaumgarn: |
| | | huuk | 1
| | { |
| | | 76%100% area [
8 Sistem | Pengeloiann limbah peda lokasi | memitin sigter ar 5 |
pengelaiaan ar penima han atay pamukiman ‘ limbah yang idak sesuai |
limhah tidak | tidak memiliki sistem yang standar teknés |
HEBUET standar memadai, yamu kekklose t 51%.75 %% area
| teknis yang tidak tehuburg dengan | 5y Wawancar
| tengi sepik baik secam | rpemqllkl ustem ar 4 K} a, Format
| indwicheNdomestik komunal | lmbah yang tidek sesus | Veian, Peta
maupun & pusd | standar teknis | RIS,
3 Kends 25% .50% area memitiki ohservasi
Pengelolaan sislern ar limbah yang 1
Alr Limbaih fidak sesual standar |
| ] teknis _ il _J___ 1
' | TB%-100% area I |
| | memiikisarpras a _ 5 |
| -h " & - e limbah tidsk sesuai |
.Pragarana dan isi sarang den prasatana ;
| sarana pengejolaan ar imbsh pada Ol (ke e —1{ Wawancar
| i S1%-TS%area memilik
pengeloiaan ar kokasi perumahan adu timbah tidak 3 a, Format
timbah tidak | pesmukiman dimana: | samas Ar J | Isian, Peta
sesuai dengan | o Kloset leher angsa tidak BeELEt pargyaratan RIS,
persyaratan tethubung dengan tangki teknis . obaervasi
leknis seghik; 2%% - 50% area memitiki {
o Tidsk kersedianya sistem | sarpeas m limbah Kdek 1
pengalahan 2 limbah sesUal parsyaratan
| setempat atau terpusat teknis
[ i ) . 76%-100% area i 1
@, Prasarana dan Prasarana dan sarana memitiki sarpras 5 |
| sarana . persan;::ha: pada lok:si | pengeloiaan |
| persampahan perumahan dan permukiman | h |
| tidek sesusi | bogk sesua dengan AR g Wawancar
| dengan persayralan tekni yaitu, habe s | a Foimat
persyar atan o Tempat sampah dengan parsp == = b o) g, Bet
{ tekvs pemildhan sampah pada | 51%-TS%area memmiiki | RIS
| skata domestik atay rumah sarpras pengelofaan 3 | observasi
tangga; persampahan yang tidak
4 Kondis/ { < Tempat pengumpulan memenuhi persyaratan
Pengekolaan sampah (TPS) alay TPS 3R | tekais B pli——
Persampahan freduce, rewe. recycls) pada | 25%-50% area memilk
| :;"‘-a'gb"':ﬂkur'ﬂﬂ’# oy | sarpras pengelotaan 1
o Gerobak sampah danfatau | h tdak
persampahan yang
'I!ukkw dpah skala | memenuhi persyaratan
timgkungan; dan tekniis
| o Tempat pengumpuian |
| | sampah pada skas . .
| permukirman atau bank
1
_Sistam Pengelolaan perszmpahan & 76%-100% area R '
pengelclaan padh lingkungan perumahan memiliki 8istem { 5 YWawancar
| persampahan alau permukiman tidak persampshan tidsk 8, Format
| yang tidak sesua | memenubisyaral sebagai sesual shndar ; lsian, Peta
standar teknis berikut; _ " 51%.75% area memitk | —"l RIS, :
& Perwadahan dan pemilhan ! observast
domeEtlk sistem persampahan | 3
! o Pengumpulmn lingkungen | D4 Sesual standac |
© Pengangkuten lingkungen | 5% 5% area memiin =]
| & Pangolshapy lingkongse | shstern persampahan 1
tdak sesud standar
== i - h 76 %-100% area i |
r . . ) imemitiki &dipras 3
i . Tidak I Tidak ‘dlkikl;l(ﬂm‘!ﬂ - | Pe,samp.ah'an vang |
l terpelharanya pemetiharaan samana tidak terpelihara Viwancar
baran prasarana prasarana pengelolaan 4, Format
pengeloiaan persamg:han rgfdﬂ Icl::!ksi«f — 5{%.75%area = I;;n, Peta
| persampahan | perumianan atau permukiman, memilly sarpras 3 , .
| baik; h | pbservasi
| o Pemeliharaan nin; dan/atau ;?ersampa .an yang |
. o Pemelihatean berkala tidak terpelibara |
| S — — ——
| 25%.-50% arca
rmemiliki sarpras | 1
[ persampahan yang
! tidak terpelihara |
SRS S | AE—— L £ s e
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SUMBER
ASPEK KRITERIA INDIKATOR PARAMETER MILA] DATA
| e TE% - V0% area tidak
| Tidak tersedianya prasarana memiliki prasarana 5 ‘
proteksi kebakaran pada lokasj | proteksi kebakaran
sk etersediaan yartu; ' Wawancar |
prasaranad oF asckan ar s =¥ ~—1 a Format |
proteks o Jalan lingkungan 2 ﬁ.l:'::) el e : |s|an Peta |
- kebakaran o Sarana komunikasi i e 8 RS,
B: Kundﬂ:-l_ | o Data sistem proteks/ protei‘:ih_!\‘..ahakal'an observasi
Proteksi kebakaran lingkungan; dan 25%-90% area tidak [
Kebakaran o Bangunan pos kebakaran memilki prasaranz 1
i protekes! kebakaran
o ‘ s 76%-100% area tidak S
b Ketidak lerse diaa Tidak tersedianya sarana memiliki sarana proteksi 5 Wawancar
nsarana proteksi | proteksi kebakaran pada lokasi, kebakaran a,Format
|| kebakaran | vaiu; e : — Isian, Peta
o Al pemadam api ringan 51%-75% area tidak RIS,
(APAR) memiliki sarana prateksi 3 cheervasi
o Mobl pompa; | kebakaran
| © L**D;: ":"Qﬂad SBaL; | 25%-50% area tidak -
| ebutuhan; dan I ot ;
| c Peralatan pendukung finny g i :;in;:lk:als_larana i L
B. IDENTIFIKASt PERTIMBANGAN AN
Pertimbangan letak lokasi = Lokas( terletak pada i 5 Wawancar I
}aNnian strategis perumahan gta: permukiman fungsi strategis a, format '
lokasi pada; kabnpaten Isian,
| | = Fungsi strategis kabupaten, | | okasi tidek tereletak | RTRW,
r atatl 3 ) pada fungsi strategis 1 ROTR,
| - E:écz:ag:'gsl shiategis kabupaten i observasi
Perfimbangan kepadatan Untuk_meTopolan dan_ | | =
erpendudukan penduduk pada lokasi kota_besar
1 perumahan atau permukiman » kepadaran penduduk
dengan kiasffikasl: pada lokasi sebesar 5
| * rendah yaitu kepadatan =400 jwarha Wawancar
| penduduk d bawat 150 | a, format
| jwalha; Uptuk kota sedang & | lsien,
i » sedang yallu kepadatan kots_kecil statistik,
penduduk antara 151200 s kepadaian penduduk | observasi
6§ Perimbangan wadha. | pada lckesi sebesar ‘
H lesiy = tingg yaitu kepadatan | =200 jwalha
| penduduk amtata 201-400 [ kepadatan penduduk ==
fwarha; pads lokasi sebesar 159 3
» sangat padat yoitu kepadatan | - 200 jwatha
| perduduk di atas 400 ioE . = |
| fiwarha; | kepadatan penduduk [
{ pada iokasi sebesar 1 | |
| ‘ <150 jiwa'ha |
Perfimbangan potensi yang 7 ; ==
c.kondisi sosial, dimiiki lokasi perumahan atau Lokasi merniliki potetis!
| | skonomi dan permukiman berups; sosial. ekonomi dan
' budaya e Potensi sosial yaitu tingkat budaya untuk 5
|  partisipasi mas ya akat dalin | dikembangkan aau Wawancar
| mendukung pembangunan; | dipelihara a format
| « Potensi ekonomi yaity isian,
| adanya kegiatan ekonomy | Lokssi tidak memiliki 1 statistik,
i tertentu yang bersifat potensi soslal, obsernvasi |
siralegis bagl masyarakat ekonomi dan budaya |
' setempat; tinggi untuk
Potensi budaya yartu adanya dkembangkan atau |
| kegiatan atau wearisan buda Bl {
| tertentu yang dirmifikd P | |
| meas yarakat setempat | '
¢ IDENTIFIKAS! LEGALITAS LAHAN : el
a. Kejelasan Kejetasan terhadap Keseluruhan lokasi memiliki S
Status status penguasaan kejelasan status penguasaan | ' !
Penguasaan | lakan berupa; {ahan, baik milk sendfi atau
Lahan | » Kepemilikan sendiri dengan | _Milik pihak lain |
buiti dokumen sertifikat hak & Sehagian atau keseluruhan
atas tanah atau bentuk lokasi idek memilki kejelasay ¢y | Wawanca,
dokumnen keterangan status statle penguasaan lahan, oimal ksian,
tenah lainnya yang sah: atee | baik milk sendin aau milk dg{l;ume:
* Kepemifkan pihak lain | pitak lain gbs;rl,:s?n'
7. Legaltss {termasuk milik adatiula yat), | |
Lahan bukti Zin pemanfaatan tanah | |
dari pemegang hek atas tanahy {
atau perniik tanah dalam
bentuk per)janjan tertulis | I
A P artara_pemegang hak atas
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tanah atau pemilik tansh |

b. Kesesuaian | Kesesuaian terthadap b Keseluruhan lokasi berada | ()
RTR | peruniukan lahan dalam | pada zona perurtukan VWawancara,
rencana tda ruang (RTR), | perumahan atau permukiman | format 'sian, |
| dengan bukti Tn mendiikan |_sesuai RTR RTRW, '
I | :::g:::l;na; lf:azmendasl = Sehagian atau keseluruhan . ROTR, )
| g | lokasf berada bukan pada | ) observasi

| | | 2of@ peruntukan perumahan |
| | - | atau permukiman sesual RTR|

[1.2. FORMULASI PENENTUAN SKALA PRICRITAS PENANGANAN

Romlist Kek v imihan

RO - 80 Kugm h berat AR .
SB =T Runnth Sedang _ X X X X X X | 1 4
16 =37  Kunnih Ringan XX X |X|X|X

Legalitas Lahian N . | S D) O
I*i Status Lahan Leganl 11X X X X X X X 1X] X
i Status Eabary Tudak X X X X X X X X] X

|4 E.Il
Patmbangan Lamn : 5]
1= 13 Pertupbangan  lLam X X XX =X
Ting g1
=10 Paumbangan lan XX | XK BREAE:
Sedang
1-5 Poatdangan L . gl I I . X X | . X X

Rei ki
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LAMPIRAN 1t PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON
NOMOR : 1 TAHUN 202]
TANGGAL : 23 fFeheuazy 2021

TENTANG : PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS

TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN
PERMUKIMAN KUMUH

FORMAT KELENGRKAPAN PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN

KUMUH DAN PERMUKIMAN KU MUH

III.T. FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DAERAH

LOGO
BUPATI BUTON

PROVINST SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI BUTON

NOMOR ... TAHUN 20...

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH Di

Menimbang

KABUPATEN BUTON
BUPATI BUTON,

bahwa setiap orang berhak untuk bertempat tinggal dan
mendapatkan lingkungan hidup vang laik dan sehat;

bahwa penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan
kumuh dan permukiman kumuh merupakan tanggung
jawab pemerintah kabupaten berdasarkan penetapan
lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang
didahuiui proses pendataan;

bahwa berdasarkan Pasal 98 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan
dan Kawasan Permukiman, penetapan lokasi perumahan
kumuh dan permukiman kumuh wajib dilakukan
pemerintah daerah dengan melibatkan peran
masyaralkat;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf ¢ perlu menetapkan
Keputusan Bupati tentang Penetapan Lokasi Perumahan
Kumuh dan Permukiman Kumuh;



Mengingat

Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

B3

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat 11 d Sulawesi
(Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 1959 Nomor
74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Notnor
1822);

2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan
dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomeor 7, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5188j;

3. Undang - Undang Nomor 23 Tabhun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587,

MEMUTUSKAN:

Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
merupakan satuan perumahan dan permukiman dalam
lingkup wilayah kabupaten vang dinilai tidak laik huni karena
ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang
tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarang
yang tidak memenuhi syarat;

Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kymuh
ditetapkan berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan oleh
Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat
menggitnakan Tata Cara Penetapan Lokasi sebagaimana diatur
dalarn Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor ../PRT/M/20.. tentang Pencegahan dan
Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan
Permukiman Kumubh;

Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukinan Kumuh di
Kabupaten Buton ditetapkan sebagai dasar penyusunan
Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan
Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Buton, vang
merupakan komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung
Program  Nasional Pengentasan Permukiman Kumubh,
termasuk dalam hal ini Target Nasional Permukiman Tanpa
Kumuh;

Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh i

Kabupaten Buton meliputi sejumlah ... (terbilang ......... } lokasi,
Rl amns: (tEFDIlANE ouiiiiies ] Kecamatan, dengan luas total sebesar
... (terbiiang......... ) hektar;

Penjabaran mengenat

a. Daftar Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
di Kabupaten Buton dirinci lebih lanjut dalam Lampiran I

b. Peta Sebaran Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman
Kumuh di Kabupaten Buton dirinci lebih lanjut dalam
Lampiran I

c. Buku Profil Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman
Kumuh di Kabupaten Buton dirine{ lebih lanjut dalam
Lampiran Iii,



KEENAM

KETUJUH

- 641 -

d. dimana ketiga Lampiran tersebut merupakan bagian vang
tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

Berdasarkan Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh Dan
Permukiman Kumuh di Kabupaten Buton ini, maka
Pemerintah Daerah berkomitmen untuk untuk melaksanakan
Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman
Kumuh secara tuntas dan berkelanjutan sebagai prioritas
pembangunan daerah dalam bidang perumahan dan
permukiman, bersama-sama Pemerintah Provinsi dan
Pemerintah;

Keputusan ni mulai berlaku sejak tanggal
ditetapkan.

DitetEplam 8, s
pada tanggal

BUPATI BUTON,
ik

(NANA LENGKAP TANFPA GELAR)
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I1.3. FORMAT PETA SEBARAN LOKASI LOKASI
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LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON
NOMOR : 1 TAHUN 2021

TANGGAL : 23 Fmapusey 2021

TENTANG : PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS
TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN
PERMUKIMAN KUMUH

POLA PENANGANAN DAN BENTUK REKOMENDAS]I PENANGANAN
NON FISIK

[V.1. POLA PENANGANAN

borEEll e i
[TRALCIT R TIL{T] [P k
g gy
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iv.2. BENTUK REKOMENDASI PENANGANAN NON FISIK

No Aspek

i 7 Terkat
FBangnoan &
Lengkugan

2 T ek

1wt 12 i
Lingkimgan
0 Fakan
Pensoedsan Ao

M i

| Terkint

Pengelolaan A

I TIREN

of Tethoatt
Fengeldaan
Pesarnpualan

(§ Terkaat Polens:

. konemin Lokal

7 Takao Seaties

Fzithian

Rekomendasi Pepanganan Non Fistk

Penetapan Regudase Terkzal Banginan dan Lingkungan
Penesoban IMH

Pembiuciin Pemelibinaan dan Perbalkan Bangunan
diin Lingkungan

Penctapan KRegnlasa Tetkant Than s o Lagkungan
Pewbw v Peneduan Resapoane kaviog
Pembmian Pemelilhoaaane dan Perbaiksm Eramacse
Peretapran Regulas Tetkint SPAM

Pemb oo Perved mian An Mannn Berbasas
Masvarakat

Peamnbimasan Standan An Minam vang Sehn

e mibmian Mengnrang: Eksplomasy Ase Tanuh
Penbrm san Menggnoakon Aie Mmam Terpusat
Pesctapian Regnlast Tetkall Sanntas)

Pembinaan Sisteny Samtast Indivieln, K nanal
bnpit T eusal

Penb m s Pela Sanifass Se lt

PenD wer 0 Pengelolann Satntass Herbasis Masvag aikat
Penctapan Regolst Terkind Persanpealum
Peanisioan Prograng SR

Penmyg Katoon Pola Thdup Hersib

Peabiinn Peagelobsm Persinn pabin Betbasis
Masvinakiat

Peomgkiotan Potensy Ekanomn Lokal

Progiam e Usaba dolaoe tamgka Pembygdinaan
Fkonomy Massarakin

Favstnan Modal Usabi

Rostalisis pandie Lokasi Peunukisen Sqoatiers

e mbmien Seutikose ke prontikan Lalian

o remin Lan Pemaetitamtan padin Tinmb Aset

Peme vist oo/ 1Han b
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No Aspek Rekomendast Penanganan Non Fisik

8 Tekant * Sosuthsasi Progmm dan Reneanan Aksi Petinganan
Parnsipasi Lokast
Penangaikin * Pembmomn Pansipast Massivakar daken Penanganan

e Pemb o an Kesswadasisin Masyvieaka

G Tekat e Penbwuen Progam Penu ki Sencittaca dan
Pemitkman Pensnkman Rembal
Ken bt * Pembinaan Mengemn Pola Hidup Vemkag
It} Terkaut * Pasibiase Pembentukan Lemibagn Swvadava Massa ke
Pengelobian s Pearbinaan Upava Pemeltbinaan dan Pegbakan

* Progrian Pengbangaan dian Kowpe ns: s

(BTTPRH BUTON,






